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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, naskah akademik yang
berjudul “Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Sosial di Kabupaten
Kutai Kartanegara” ini dapat diselesaikan dengan baik. Naskah
akademik ini disusun sebagai bagian dari upaya sistematis untuk
memahami, menganalisis, dan memberikan rekomendasi terkait
penanganan konflik sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang
merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga ketertiban,

keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Konflik sosial merupakan fenomena yang kompleks dan multi-
dimensi, yang dapat muncul akibat berbagai faktor, antara lain
perbedaan kepentingan, kesenjangan sosial-ekonomi, perbedaan
budaya, agama, maupun politik. Apabila tidak ditangani secara tepat,
konflik sosial berpotensi menimbulkan dampak negatif yang luas,
seperti terganggunya pembangunan, menurunnya kualitas hidup
masyarakat, hingga menimbulkan Kketidakstabilan keamanan dan
ketertiban umum. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan
konflik sosial menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah,

lembaga masyarakat, maupun seluruh elemen masyarakat itu sendiri.

Naskah akademik ini disusun dengan tujuan memberikan
gambaran yang komprehensif mengenai kondisi sosial di Kabupaten
Kutai Kartanegara, faktor-faktor pemicu konflik, serta upaya-upaya
yang telah dan dapat dilakukan dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan konflik sosial. Analisis yang dilakukan dalam naskah
ini juga bertujuan untuk memberikan dasar ilmiah dan strategis bagi
pembuat kebijakan, aparat pemerintah daerah, serta pemangku
kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan, program, dan

strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengelola konflik sosial.
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Dalam proses penyusunan naskah akademik ini, banyak pihak

yang telah memberikan dukungan, masukan, dan informasi yang
berharga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang
telah berkontribusi, khususnya kepada narasumber yang bersedia
memberikan data dan informasi, serta pihak-pihak yang telah

membantu dalam pengumpulan literatur dan analisis terkait.

Penulis menyadari bahwa naskah akademik ini masih jauh dari
sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan konstruktif dari
berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan naskah ini.
Semoga naskah akademik ini dapat memberikan manfaat, menjadi
referensi yang berguna, dan menjadi dasar bagi upaya pengembangan
strategi pencegahan serta penanggulangan konflik sosial yang lebih

efektif di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Akhir kata, penulis mengharapkan naskah akademik ini dapat
memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sosial, peningkatan

kapasitas kelembagaan, serta terciptanya masyarakat yang harmonis

dan damai.

Tenggarong, Agustus 2025
Hormat kami,

Tim Penyusun
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam realitas kehidupan sosial, konflik seringkali
menyeruak sebagai hakikat yang dikonotasikan negatif. Terlepas
dari asumsi yang muncul ini hanya sebagai hipotesis dalam
menganalisis fenomena sosial, namun tetap saja eksistensi konflik
masih juga didudukkan sebagai entitas yang memilukan bagi
pribadi-pribadi yang menganalisisnya dari linearitas sudut
pandang. Tidak dapat dipungkiri, persepsi yang mengemuka dari
para pakar Kkhususnya para sosiolog pun menguraikan
probabilitas eksistensi ini. Deskripsi tentang polemik sudut
pandang dasar konflik tergambar melalui perspektif yang

dibangun Turner berikut:

“Conflict is thus designed to resolve dualism: it is a way to
achieving some kind of unity, even if it be through the annihilation of
one of the conflicting parties. This is roughly parallel to the fact that
it is the most violent symptom of a disease which represents the
effort of the organism to free itself of disturbances and damages

caused by them”.

Senada atas pernyataan Turner di atas, Wes Sharrock dalam
Pip Jones menjelaskan bahwa pandangan konflik di bangun atas
dasar asumsi bahwa setiap masyarakat dapat memberikan
kehidupan baik luar biasa bagi sebagian orang tetapi hal ini
biasanya hanya mungkin karena kebanyakan orang tertindas
ditekan. Oleh sebab itu, perbedaan kepentingan dalam masyarakat

sama pentingnya dengan kesepakatan atas aturan dan nilai-nilai,
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dan sebagian besar masyarakat diorganisasi sedemikian sehingga
masyarakat tersebut tidak hanya memberikan manfaat lebih besar
bagi sebagian warga berarti ketidaknyamanan bagi sebagian

warga lain yang tidak mendapatkan kemudahan.

Konseptualisasi dari konflik sebagaimana dijelaskan oleh
Turner di atas menunjukkan bahwa secara realistis konflik dapat
saja berimplikasi kepada ketidaknyamanan pada suatu perspektif,
namun pada sisi lain hakikatnya merupakan antitesis yang bisa
menimbulkan solusi atas suatu problematika sosial. Banyak usaha
sejatinya diuraikan oleh para pemerhati studi atas konflik. Nilai-
nilai yang bisa diungkap sebagai kontribusi positif dari fenomena
ini seutuhnya disampaikan guna menguatkan bahwa tidak ada
nilai absolut yang mengarah kepada aspek negatif kemunculan
konflik dalam realitas sosial. Para pemerhati teori konflik menurut
Wallace dan Wolf berkeyakinan bahwa analisis sosial yang mereka
kembangkan tidak akan menjauhkan dari komitmen moral yang
disepakati oleh publik. Asumsi yang mereka bangun adalah
eksistensi teori yang dikembangkan ditujukan seutuhnya untuk
menciptakan perubahan dan pencapaian terhadap realitas yang
lebih baik. Keyakinan mereka senantiasa dibangun bersandar
kepada hakikat bahwa objektivitas merupakan sebuah posibilitas
semata. Ilmu sosial dalam pandangan mereka akan berjalan di
antara ruang dan waktu kerja seorang penulis yang senantiasa
diperankan kepada dirinya fungsi-fungsi sosial yang mengitari.
Dalam perspektif lain dapat dijelaskan bahwa para pakar teori
konflik akan menolak paradigma keilmuan umum yang senantiasa
mengukuhkan diri dan paradigma yang dikembangkan sebagai

satu-satunya objektivitas.

Indonesia sebagai negara yang majemuk dan multikultural,
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dengan berbagai suku, agama, ras, dan budaya yang menyatu,
memiliki kekayaan sosial yang luar biasa. Keberagaman ini
merupakan kekuatan yang memungkinkan Indonesia
menunjukkan eksistensinya di dunia internasional, memberikan
kontribusi besar dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, di
balik kekayaan ini, juga muncul potensi-potensi konflik yang tak
bisa diabaikan. Perbedaan yang ada, meskipun membawa
kelebihan, juga dapat menumbuhkan ketegangan antar kelompok
masyarakat yang, jika tidak dikelola dengan baik, dapat
mengancam persatuan dan integrasi nasional.

Menurut salah satu tokoh teori konflik, George Simmel,
konflik sosial merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial
yang tidak bisa dihindari. Konflik sering kali timbul dari
perbedaan kepentingan, nilai, dan kepercayaan antar kelompok
dalam masyarakat. Di Indonesia, khususnya di Provinsi
Kalimantan Timur yang memiliki keanekaragaman sosial budaya
yang sangat besar, potensi konflik sosial menjadi sangat tinggi.
Terlebih lagi dengan adanya transisi demokrasi yang semakin
terbuka, proses perubahan sosial menjadi lebih cepat, sehingga
memperbesar kemungkinan terjadinya konflik, terutama yang
bersifat horizontal atau antarwarga. Fenomena ini semakin
diperburuk dengan munculnya faktor-faktor eksternal, seperti
intervensi asing, yang memperburuk ketegangan yang ada.

Berdasarkan teori struktural fungsionalis yang dikemukakan
oleh Talcott Parsons, konflik sosial bisa menjadi sarana untuk
perubahan sosial yang positif jika dikelola dengan baik.6 Namun,
jika tidak diatur dengan benar, konflik dapat menyebabkan
kerusakan yang signifikan, seperti hilangnya rasa aman, trauma

psikologis, kerusakan lingkungan, hingga korban jiwa dan harta
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benda. Keadaan ini jelas menghambat terwujudnya kesejahteraan
umum yang menjadi tujuan utama negara.

Sistem penanganan konflik sosial yang selama ini diterapkan
lebih cenderung bersifat militeristik dan represif, yang tidak dapat
menyelesaikan akar permasalahan sosial yang mendalam. Sebagai
contoh, konflik antarwarga yang dipicu oleh isu-isu suku, agama,
budaya, atau tingginya primordialisme daerah, seringkali
menghasilkan ketegangan yang berlarut-larut dan memperburuk
hubungan sosial antar kelompok. Dalam hal ini, menurut Herbert
Simon, pendekatan yang lebih manusiawi dan konstruktif perlu
diterapkan untuk meredam konflik dan menciptakan perdamaian
sosial yang berkelanjutan.

Pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Kutai
Kartanegara, memiliki kewajiban untuk menyusun regulasi yang
adil dan efektif untuk menangani konflik sosial. Sebagai upaya
untuk mengurangi dampak negatif dari konflik dan meningkatkan
kualitas hidup masyarakat, perlu ada peraturan daerah (Perda)
yang menjadi landasan hukum bagi penanganan konflik sosial.
Raperda ini akan mengatur berbagai mekanisme penyelesaian
konflik yang lebih berbasis pada pendekatan mediasi dan
rekonsiliasi, daripada penggunaan kekuatan militer atau represif
yang justru memperburuk keadaan.

Mengingat pentingnya fungsi regulasi dalam menciptakan
stabilitas sosial, penyusunan Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah tentang Penanganan Konflik Sosial di
Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi suatu kebutuhan yang
mendesak dan strategis. Regulasi ini diharapkan tidak hanya
menghadirkan landasan hukum yang komprehensif dan responsif

terhadap dinamika sosial yang berkembang, tetapi juga berperan
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sebagai instrumen kebijakan yang mampu menuntun pemerintah
daerah dalam menangani, mencegah, serta menyelesaikan
berbagai potensi maupun bentuk konflik sosial secara lebih
sistematis, terukur, dan humanis.

Melalui kerangka regulasi yang tepat dan kontekstual,
pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan peran
sebagai fasilitator sekaligus mediator yang profesional, netral, dan
diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian,
pola penyelesaian konflik dapat dilakukan tidak semata-mata
melalui pendekatan represif, melainkan melalui pendekatan
dialogis, kolaboratif, dan restoratif yang menjunjung tinggi nilai
keadilan, kearifan lokal, serta hak asasi manusia.

Pada akhirnya, keberadaan Peraturan Daerah ini diharapkan
dapat membentuk tata kelola penanganan konflik sosial yang lebih
adaptif, preventif, dan Dberkelanjutan, sehingga tercipta
harmonisasi hubungan antarindividu maupun kelompok di dalam
masyarakat. Dengan demikian, Kabupaten Kutai Kartanegara
mampu mewujudkan lingkungan sosial yang aman, rukun, dan
kondusif sebagai prasyarat penting dalam mendorong
pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi
pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah
dijelaskan, berikut adalah beberapa isu utama yang perlu
diidentifikasi dan dipecahkan melalui peraturan daerah yang baru:
1. Bagaimana teori dan praktik empiris yang ada terkait dengan

penanganan konflik sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Bagaimana evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan

yang ada terkait penanganan konflik sosial di Kabupaten Kutai
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Kartanegara ?

3. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari
penyusunan Raperda tentang Penanganan Konflik Sosial di
Kabupaten Kutai Kartanegara?

4. Apa sasaran yang ingin diwujudkan, serta jangkauan, arah
pengaturan, dan ruang lingkup materi yang akan diatur dalam
Raperda tentang Penanganan Konflik Sosial?

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Tujuan disusunnya Naskah Akademik ini adalah untuk:

1. Mengetahui perkembangan teori dan praktik empiris dari
penanganan konflik sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap Peraturan
Perundang-undangan terkait dengan penanganan konflik
sosial;

3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari
Raperda tentang penanganan konflik sosial; dan

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah
pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Raperda tentang
penanganan konflik sosial.

Penyusunan naskah akademik Raperda Kabupaten Kutai
Kartanegara tentang Penanganan Konflik Sosial ini memiliki
berbagai kegunaan yang penting dalam rangka mewujudkan
penyelesaian konflik yang efektif dan adil. Kegunaan utama dari
penyusunan naskah akademik ini adalah untuk memberikan
landasan hukum yang kuat dalam penanganan konflik sosial di
Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan adanya Raperda yang
didukung oleh naskah akademik yang komprehensif, kebijakan
penanganan konflik sosial dapat diterapkan dengan lebih jelas,

sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga
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memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Selain itu, naskah akademik ini juga berguna untuk
meningkatkan pemahaman pemerintah daerah, baik di level
eksekutif maupun legislatif, mengenai pendekatan yang tepat
dalam menangani konflik sosial. Dengan pemahaman yang lebih
baik, pemerintah daerah akan lebih siap dalam mengambil
kebijakan yang proaktif dan lebih efektif dalam meredakan
ketegangan sosial yang ada, serta menciptakan solusi yang lebih
baik bagi masyarakat.

Naskah akademik ini juga berfungsi sebagai referensi yang
penting bagi masyarakat, akademisi, dan pihak-pihak terkait
lainnya dalam memahami isi dan tujuan dari Raperda tersebut.
Dengan demikian, naskah akademik ini memastikan bahwa
Raperda yang disusun dapat diimplementasikan secara inklusif
dan adil, memberikan ruang bagi semua pihak yang terlibat dalam

konflik untuk mendapatkan solusi yang terbaik.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan
naskah akademik ini adalah penelitian yuridis normatif, yang
fokus pada kajian terhadap norma atau aturan hukum yang
berlaku, serta analisis terhadap perundang-undangan terkait.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan atau statute approach, yang berarti penelitian ini lebih
mengutamakan kajian terhadap peraturan-peraturan perundang-
undangan yang ada, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Pendekatan ini sangat tepat karena Raperda yang akan disusun

harus berlandaskan pada peraturan yang sah dan berlaku, serta



mengacu pada kebijakan hukum yang relevan dengan

penanganan konflik sosial.
2. Data Penelitian
Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer
dan data sekunder. Kedua jenis data ini sangat penting dalam
memberikan pemahaman yang mendalam mengenai
permasalahan yang akan diatur dalam Raperda ini.
a. Data Primer
Data primer diperoleh melalui focus group discussions
(FGD), yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti aparat
pemerintah, tokoh masyarakat, pemangku kepentingan, dan
masyarakat yang terlibat langsung dalam penanganan konflik
sosial. FGD ini bertujuan untuk menggali informasi tentang
kondisi nyata yang terjadi di masyarakat, permasalahan yang
dihadapi, serta perspektif dan pengalaman langsung dari
berbagai pihak terkait dalam menangani konflik sosial di
Kabupaten Kutai Kartanegara.
b. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, yang
mencakup bahan-bahan hukum dan referensi lainnya yang
relevan dengan topik penanganan konflik sosial.® Data
sekunder terdiri dari:
1) Bahan hukum primer
Bahan hukum primer mencakup peraturan
perundang-undangan yang menjadi acuan dalam
penyusunan Raperda ini, antara lain:
a) Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak



d)

Asasi  Manusia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 162, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  PerundangUndangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5315);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang



2)

3)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5658);
g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun
2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan
Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 506);
Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup doktrin hukum,
hasil penelitian, pandangan ahli, artikel hukum, dan
publikasi lainnya yang memberikan penjelasan dan
interpretasi terhadap bahan hukum primer, serta
memperkaya pemahaman mengenai penerapan hukum
dalam penanganan konflik sosial.
Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum,
kamus hukum, dan sumber informasi lain yang dapat
memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah dan
konsep hukum yang digunakan dalam penyusunan

Raperda ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah studi dokumen dan focus group discussion (FGD).

10



Studi Dokumen dilakukan dengan cara menelaah peraturan

perundang-undangan yang relevan, dokumen hukum, artikel,
dan literatur lain yang berkaitan dengan penanganan konflik
sosial. Melalui studi dokumen, kami dapat mengidentifikasi
kelemahan dalam peraturan yang ada dan merumuskan
perbaikan yang perlu dilakukan dalam Raperda.

FGD dilakukan untuk menggali informasi langsung dari para
pemangku kepentingan di Kabupaten Kutai Kartanegara, seperti
aparat pemerintahan, tokoh masyarakat, dan kelompok-
kelompok yang terdampak oleh konflik sosial. FGD ini akan
memberikan perspektif yang lebih dalam tentang permasalahan
yang ada, serta solusi yang dianggap paling tepat oleh
masyarakat untuk menangani konflik sosial di Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, penelitian ini
menggunakan dua teknik analisis, yaitu:
a. Content Analysis (Analisis Isi)

Teknik ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif
dari hasil FGD dan dokumen hukum. Dengan menggunakan
analisis isi, kami akan mengidentifikasi tema-tema utama,
isu-isu yang sering muncul, serta solusi yang diusulkan
dalam konteks penanganan konflik sosial.

b. Analisis Deskriptif

Teknik ini digunakan untuk menggambarkan dan
menjelaskan hasil temuan dari studi dokumen dan FGD
secara sistematis dan rinci. Analisis deskriptif akan
membantu menggambarkan kondisi nyata yang ada di

Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan konflik sosial,
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serta memberikan gambaran mengenai penerapan hukum
yang ada.
5. Teknik Validasi Data

Untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas data yang
diperoleh, dilakukan validasi data melalui triangulasi sumber dan
metode. Triangulasi sumber merupakan teknik yang digunakan
untuk memverifikasi kebenaran data dengan membandingkan
informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya, data
primer yang dikumpulkan melalui Focus Group Discussion (FGD)
akan dibandingkan dengan data sekunder yang diperoleh melalui
studi dokumen. Dengan menggunakan berbagai sumber data ini,
penelitian ini ingin memastikan bahwa informasi yang diperoleh
konsisten dan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.
Jika ada perbedaan atau ketidaksesuaian antara sumber-sumber
data, maka analisis lebih lanjut akan dilakukan untuk mencari
penyebabnya dan memperbaiki kekurangan tersebut.

Selain itu, triangulasi metode digunakan untuk memperkuat
hasil penelitian dengan menggunakan berbagai teknik
pengumpulan data. Penelitian ini tidak hanya bergantung pada
satu metode saja, tetapi menggabungkan studi dokumen dan
Focus Group Discussion (FGD). Dengan menggunakan dua metode
ini, data yang diperoleh akan lebih lengkap dan dapat saling
melengkapi, sehingga hasil penelitian lebih terpercaya. Studi
dokumen memberikan gambaran yang lebih luas mengenai
peraturan dan kebijakan yang ada, sementara FGD
memungkinkan kami untuk mendengar langsung pengalaman

dan perspektif masyarakat serta pihak terkait lainnya.
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BAB 11

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

1. Kajian Teoritis
a. Teori Konflik Sosial
Secara etimologis, istilah konflik berasal dari bahasa Latin
configere, yang secara harfiah Dberarti saling memukul,
bertabrakan, atau beradu. Seiring perkembangan ilmu sosial, kata
tersebut mengalami perluasan makna dan digunakan untuk
menggambarkan kondisi adanya pertentangan, ketegangan, atau

benturan antara individu maupun kelompok dalam masyarakat.

Dengan demikian, konflik bukan sekadar ketidaksepakatan,
tetapi sudah memasuki tahap di mana hubungan antar pihak
mengalami ketegangan yang berpotensi mengganggu stabilitas

sosial.

Kata “sosial” sendiri menyangkut segala hal yang berkaitan
dengan kehidupan masyarakat. Sedangkan, Soerjono Soekanto
mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu proses sosial ketika
individu atau kelompok berupaya mencapai tujuan dengan
melawan pihak lain, sering kali disertai dengan tindakan
ancaman atau kekerasan.

Konflik sosial sering muncul dalam masyarakat yang terbagi
dalam kelas atau kelompok dengan kedudukan yang berbeda.
Teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam
masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan
atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan orang yang
berkuasa. Dalam sistem yang timpang, kelompok dengan
sumber daya lebih besar cenderung mendominasi kelompok lain.

Ketimpangan dalam distribusi kekayaan, kekuasaan, atau akses
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terhadap pendidikan dan pekerjaan dapat menjadi pemicu utama.
Pihak yang merasa tertindas atau tidak mendapatkan haknya
kemudian melakukan perlawanan dalam berbagai bentuk, baik
secara terbuka maupun tersembunyi.

Bentuk konflik sosial sangat beragam, mulai dari konflik
pribadi, konflik kelompok, konflik antar kelas, konflik rasial,
konflik politik hingga konflik budaya. Penyebabnya pun
bermacam-macam, seperti perbedaan ideologi, agama, ekonomi,
budaya, hingga ketidakadilan struktural. Konflik bukan hanya
sebuah masalah yang harus dihindari, tetapi juga sebuah
kenyataan sosial yang berfungsi sebagai pendorong reformasi dan
transformasi sosial. Peran konflik dalam masyarakat bisa bersifat
konstruktif maupun destruktif. Di satu sisi, konflik membuka
ruang untuk menyuarakan ketidakpuasan, memperjuangkan
hak-hak, serta menantang tatanan sosial yang tidak adil. Di sisi
lain, apabila tidak dikelola dengan baik, konflik juga dapat
menimbulkan kekerasan, perpecahan, bahkan kerusuhan sosial
yang merusak struktur masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi
masyarakat dan negara untuk mengelola konflik secara tepat
guna menciptakan keadilan sosial.

Setiap struktur sosial membawa potensi ketegangan. Ketika
struktur kekuasaan dalam masyarakat tidak seimbang, maka
kecenderungan munculnya ketegangan akan semakin tinggi.
Ketika kelompok tertentu merasa tidak diakui eksistensinya atau
hak-haknya tidak terpenuhi, maka pertentangan bisa saja
menjadi jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Dalam hal
ini, dinamika pertentangan menjadi bagian yang tidak
terhindarkan dari kehidupan bermasyarakat.

Meski sering dianggap merugikan, dalam beberapa kondisi,

pertentangan justru mendorong terjadinya perubahan sosial.
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Beberapa reformasi lahir dari desakan kelompok yang merasa

dirugikan. Dengan kata lain, ketegangan dalam masyarakat juga
bisa menjadi katalisator bagi terbentuknya struktur sosial yang
lebih adil dan merata.

Konflik bila dibiarkan tanpa penyelesaian kemungkinan bisa
berubah menjadi kekerasan dan merusak tatanan sosial yang
ada. Penting bagi setiap pemerintah memiliki mekanisme
penyelesaian yang adil, transparan, dan berpihak pada
kepentingan bersama. Pendekatan yang mengutamakan keadilan
sosial dan penguatan komunitas dapat membantu meredam
potensi pertentangan sekaligus mendorong masyarakat menuju
keharmonisan yang lebih kokoh.

Jenis-jenis Konflik
Menurut Susan (2009), konflik yang muncul dalam masyarakat dapat

dibedakan menjadi lima jenis, yaitu :
a. Konflik Intrapersonal
Dalam konflik intrapersonal yang terjadi adalah antara individu dengan
individu. Timbul konflik dikarenakan adanya suatu keinginan atau tujuan
yang berbeda di antara keduanya dalam waktu yang sama namun tidak
mungkin untuk di penuhi. Jika konflik dibiarkan, maka akan menimbulkan
situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini ada tiga
macam bentuk konflik intrapersonal yaitu :

a) Konflik pendekatan dengan pendekatan, dimana adanya pendekatan
atau tawaran yang menimbulkan sebuah pilihan yang menarik bagi
para pelaku konflik.

b) Konflik pendekatan dengan penghindaran, adanya dua pilihan namun
sama-sama menyakitkan.

c) Konflik penghindaran dengan penghindaran, dimana orang yang
dihadapkan pada satu hal yang mempunyai nilai positif dan negatif

sekaligus.
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b. Konflik Interpersonal

Terjadinya konflik dikarenakan adanya kepentingan yang
menimbulkan pertentangan antara seseorang dengan orang lain.
Konflik ini sering terjadi karena adanya perbedaan status, jabatan, dan
bidang pekerjaan yang dimiliki. Jika pemimpin atau anggota dari
organisasi tidak dapat menangani atas konflik yang terjdi, akan
berdampak pada proses pencapaian tujuan dari organisasi tersebut.
Selain itu, konflik seperti ini akan berdampak juga terhadap peran dari
beberapa orang. Karena, konflik interpersonal merupakan salah satu
dinamika yang sangat penting dalam berperilaku organisasi.

Konflik antar Individu-individu dan Kelompok-kelompok

Konflik ini berhubungan dengan bagaimana individu menghadapi
tekanan yang dihadapkan kepada mereka oleh kelompok kerja. Seperti
contohnya, jika adanya individu yang di hukum oleh kelompoknya
karena tidak dapat menjalankan norma-norma produktivitas dari
kelompok dimana ia berada.

. Konflik antar Kelompok dalam Organisasi yang sama

Konflik ini sering terjadi dalam organisasi, dimana konflik yang timbul
dikarenakan adanya persaingan antar pekerja dengan pekerja bahkan
pekerja dengan manajemen.

Konflik antar Organisasi

Konflik antar organisasi ini terjadi karena adanya persaingan. Dimana
dari persaingan menimbulkan perubahan yang signifikan dalam
masyarakat. seperti contohnya, hubungan beberapa negara dalam
sistem ekonomi. Konflik seperti ini dapat menjadikan sistem ekonomi
dan produk baru muncul, selain itu teknologi menjadi meningkat
tajam, harga menjadi murah pemanfaatan sumber daya secara lebih

efisien.

¢. Dampak Konflik

Terjadinya konflik di sebuah organisasi/masyarakat diakibatkan adanya
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faktor pembentuk konflik. Konflik yang timbul juga dapat membawa akibat

positif dan negatif.
a. Akibat Positif

1) Organisasi memiliki dinamika dan jalan yang akrab satu sama lain.
Karena adanya interaksi yang intensif antar sesama anggota
organisasi baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Suatu
konflik yang di selesaikan dengan bijak, damai dan adil akan
membawa keharmonisan dan kebersamaan yang saling menguatkan.

2) Orang yang pernah berkonflik memahami akan dampak yang
diakibatkan oleh konflik yang dilakukan, sehingga pengalaman masa
lalu dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga dalam bekerja. Jika
harus terjadi konflik yang serupa. Maka satu sama lain akan akan
berusaha memahami dan menyelaraskan dengan lingkungan dimana
mereka berada.

3) Konflik yang muncul akibat dari sebuah ketidak puasan atas
diperlakukannya peraturan dan jenis kesejahteraan lainya yang
sebelumnya di tentang.

4) Koflik yang terjadi bisa diredam dan dikelola secara baik dapat
melahirkan kritik-kritik membangun, cerdas dan inovatif demi
kebaikan organisasi secara keseluruhan.

5) Anggota yang tidak terlibat secara langsung dapat mengambil hikmah
atas konflik yang terjadi. Bagaimana menghadapi perbedaan sifat,
sikap dan perilaku orang lain.

b. Akibat Negatif

1) Komunikasi antar sesama dan organisasi lain menjadi terhambat.

2) Kerjasama menjadi terhalang.

3) Masing-masing pihak yang berkonflik sangat rentan tersulit apabila
adanya situasi yang memancing kedua belah pihak untuk berkonflik
lagi.

4) Bekerja dalam situasi dimana sedang adanya konflik menyebabkan
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orang lain yang tidak berkonflik menjadi ikut merasakan dampak
seperti situasi dan kondisi kerja yang tidak kondusif.

5) Individu yang sedang berkonflik merasa cemas, stres apatis dan
frustasi terhadap situasi yang sedang dihadapi.

6) Akibat terburuk bagi orang-orang yang sedang berkonflik dalam suatu
organisasi adalah stres yang berkepanjangan hingga menarik diri dari
pergaulan

d. Manajemen Konflik
Manajemen konflik menurut M. Sastra Pradja (1994) secara etimologi

adalah kepemimpinan, proses pengaturan dan menjamin kelancaran jalannya
pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan dengan pengorbanan sekecil-
kecilnya atau biasa disebut dengan pengelolaan. Konflik yang terjadi dalam
masyarakat jika tidak segera di tangani akan mengakibatkan perpecahan
dalam kehidupan sosial. Maka dari itu masyarakat harus secara bijak dalam
menangani konflik yang terjadi. Memanajemen konflik merupakan salah satu
tindakan secara konstruktif Konflik yang terjadi dalam masyarakat jika tidak
segera di tangani akan mengakibatkan perpecahan dalam kehidupan sosial.
Maka dari itu masyarakat harus secara bijak dalam menangani konflik yang
terjadi. Memanajemen Kkonflik merupakan salah satu tindakan secara
konstruktif.

Memanajemen konflik harus dilakukan sejak dimana konflik itu mulai
muncul. Maka dari itu, sangat dibutuhkanya kemampuan memanajemen
konflik dengan baik untuk mencegah faktor positif dari pada faktor negatif
yang mengancam konflik soial. Karena pada dasarnya, konflik tidak dapat
diorganisasikan kecuali ditunda melalui jalan mengurangi tindakan extrim
yang terjadi.

Cara menunda tindakan extrim dari konflik yang terjadi, merupakan
salah satu pencegahan konflik agar tidak merugikan berbagai pihak. Selain
itu, melalui manajemen konflik akan membantu individu keluar dari

keterlibatan dalam sebuah konflik yang terjadi dalam suatu konflik sosial dan
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memasukan kedalam kelompok masyarakat yang menjalankan program
positif. Menurut William Hendricks, ada lima cara dalam memanajemen
konflik agar dapat menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam
masyarakat yaitu :
a. Carapenyelesaian konflik dengan mempersatukan (Integratin)
Cara ini merupakan salah satu yang khas dalam pemecahan masalah
untuk mempersatukan kembali pihak yang berkonflik. Hal ini sangat
efektif dilakukan jika isu yang muncul tersebut bersifat sangat kompleks.
Penyelesaian seperti ini akan mendorong cara perfikir kreatif bagi yang
berkonflik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Cara ini
menekankan pada diri sendiri maupun orang lain dalam menjelaskan
informasi dari pandangan yang berbeda agar tidak terjadinya sebuah
kesalah fahaman yang dapat memicu konflik menjadi lebih besar. Namun
disisi lain, manajemen konflik seperti ini menjadi kurang efektif jika
kolompok yang berselisih kurang adanya komitmen untuk
menyelesaikan. Karena, cara mempersatukan pihak berkonflik itu
membutuhkan waktu yang cukup panjang.
b. Cara penyelesaian konflik dengan kerelaan membantu (Obligin)
Suatu cara dengan menempatkan diri orang lain lebih tinggi dari pada
diri sendiri. Cara seperti ini salahsatu strategi yang sengaja untuk
menghargai orang lain, membuat para yang berkonflik akan merasa
lebih baik dan senang terhadap situasi tersebut. Peran dari strategi ini,
agar dapat menyempitkan perbedaan antar kelompok dan dapat
mendorong mereka dalam mencari kesamaan dasar.
c. Cara penyelesaian konflik dengan mendominasi (Dominating)
Sebuah cara yang efektif dilakukan jika menginginkan suatu keputusan
yang cepet untuk persoalan atau permasalahan yang dirasa kurang
penting. Strategi ini paling baik digunakan saat keadaan terpaksa dan
dimana individu dan kelompok yang berkonflik merasa memiliki hak

dan sesuai dengan pertimbangan hati nurani.

19



ST —_

d. Cara penyelesaian dengan menghindari (Avoiding)

Cara penyelesaian konflik satu ini dengan menangguhkan atau

mendinginkan sebuah konflik yang terjadi. Namun, terkadang cara

seperti ini membuat orang lain merasa frustasi karena keputusan atau
jawaban dalam menyelesaikan konflik sangat lambat.
e. Cara penyelesaian dengan kompromi (Compromishing)

Cara ini efektif dilakukan jika konflik yang terjadi sama-sama seimbang

kekuatanya. Melalui kompromi dapat menjadikan sebuah pilihan dalam

menyelesaikan konflik. Kompromi sering dijadikan sebagai sarana
penyelesaian konflik agar mendapatkan jalan keluar atau pemecahan
masalah.

e. Prinsip-Prinsip dalam Penanganan Konflik Sosial

Konflik sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari
dinamika kehidupan masyarakat yang majemuk. Perbedaan
kepentingan, nilai, budaya, maupun akses terhadap sumber daya
sering kali menjadi pemicu ketegangan yang jika tidak dikelola
dengan baik dapat berkembang menjadi kekerasan dan
disintegrasi sosial. Dalam konteks tersebut, upaya penanganan
konflik sosial menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas
dan harmoni kehidupan bersama.

Penanganan konflik sosial merupakan upaya penting dalam
menjaga stabilitas, keamanan, dan harmoni dalam kehidupan
bermasyarakat. Penanganan yang efektif tidak hanya bertujuan
menghentikan konflik, tetapi juga memperbaiki hubungan antar
kelompok yang retak serta menciptakan keadilan sosial. Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial secara tegas menempatkan
perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pemulihan kondisi
sosial sebagai prioritas utama dalam setiap tahap penanganan

konflik.
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Penanganan konflik sosial membutuhkan pendekatan yang
tidak hanya menyentuh aspek formal atau legalitas, tetapi juga
nilai-nilai yang mendasari keharmonisan hidup bermasyarakat.
Oleh karena itu, terdapat sejumlah prinsip yang harus dipegang
dalam setiap upaya penyelesaian konflik sosial, di antaranya
prinsip keadilan, kemanusiaan, dan keberagaman.

Prinsip keadilan menuntut agar seluruh proses penyelesaian
konflik dilakukan secara setara dan tidak memihak, dengan
memastikan bahwa hak semua pihak dihormati dan dilindungi.
Sementara itu, prinsip kemanusiaan menempatkan martabat
setiap individu di atas kepentingan politik atau kelompok,
sehingga pendekatan yang digunakan harus menghindari
kekerasan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Adapun prinsip keberagaman menekankan pentingnya
penerimaan terhadap perbedaan identitas sosial, budaya, agama,
dan pandangan hidup sebagai realitas yang tidak dapat
diseragamkan. Ketiga prinsip ini saling melengkapi dan menjadi
dasar moral dalam menciptakan penyelesaian konflik yang tidak
hanya meredakan ketegangan sesaat, tetapi juga membangun
perdamaian jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan.

Penyelesaian konflik tidak boleh menggunakan pendekatan
yang menyamaratakan atau mengabaikan latar belakang sosial
budaya masyarakat. Pendekatan yang responsif terhadap
keberagaman inilah yang memastikan bahwa semua pihak, tanpa
memandang latar belakang agama, etnis, atau status sosial,
mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses resolusi konflik.
Prinsip keadilan mencegah terjadinya pengulangan konflik akibat
ketimpangan, prinsip kemanusiaan memastikan penyelesaian
dilakukan tanpa kekerasan, dan prinsip keberagaman

memperkuat rekonsiliasi dengan membangun saling pengertian
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antar kelompok. Ketiganya menjadi fondasi utama dalam
membangun penanganan konflik yang berkelanjutan di tengah

masyarakat majemuk seperti Indonesia

2. Praktik Empiris
1. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan
Penyusunan Norma

Setiap produk hukum harus dilandasi pada konsepsi,
pendekatan dan asas penyusunan peraturan. Asas yang
dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang
undangan secara umum adalah:

a. Superior Derogate Lex Inferiori. Peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis. Peraturan
perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan
peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

c. Asas Lex Posterior Derogate Lex Priori. Peraturan perundang
undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan
perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi
yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.

Di samping asas-asas tersebut yang merupakan asas utama
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat
pula asas lain dalam penyusunan Raperda Kabupaten Kutai
Kartanegara tentang Penanganan Konflik Sosial, asas dan prinsip
dasar yang mendasari peraturan sangat penting untuk
memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya efektif
tetapi juga adil, manusiawi, dan dapat diterima oleh masyarakat.
Kajian terhadap asas-asas ini menjadi dasar dalam merumuskan

norma yang akan mengatur penanganan konflik sosial di
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Kabupaten Kutai Kartanegara. Beberapa asas yang perlu
diperhatikan dalam penyusunan norma tersebut antara lain: asas
perlindungan hak asasi manusia, asas keadilan sosial dan
kesetaraan, serta asas keterbukaan dan partisipasi publik.

a. Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia

Asas perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah
prinsip yang menekankan bahwa setiap kebijakan dan
tindakan yang diambil dalam penanganan konflik sosial harus
menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu
atau kelompok masyarakat. Dalam konteks konflik sosial,
seringkali terjadi pelanggaran hak, baik hak atas rasa aman,
hak untuk hidup, hak atas kebebasan berekspresi, maupun
hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena
itu, Raperda ini harus memastikan bahwa setiap upaya
penyelesaian konflik tidak melanggar hak-hak individu atau
kelompok masyarakat, baik itu dalam bentuk penggunaan
kekerasan yang berlebihan, pengabaian hak-hak dasar,
maupun diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Asas ini
menuntut adanya perlindungan yang tegas terhadap hak-hak
warga negara, dengan mempertimbangkan kesetaraan dan
non-diskriminasi.

Dalam prakteknya, asas perlindungan HAM dapat
diwujudkan melalui mekanisme mediasi yang melibatkan
semua pihak dengan adil, penghormatan terhadap kebebasan
berbicara, dan akses yang setara terhadap keadilan.
Kebijakan ini juga harus menjamin bahwa tidak ada
pihak yang dirugikan atau terdiskriminasi hanya
karena suku, agama, ras, atau latar belakang sosial

mereka.
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b. Asas Keadilan Sosial dan Kesetaraan

Asas keadilan sosial dan kesetaraan berfokus pada
pentingnya menciptakan masyarakat yang tidak hanya aman,
tetapi juga adil bagi semua anggotanya. Dalam konteks
penanganan konflik sosial, asas ini berarti bahwa upaya
penyelesaian konflik harus memastikan bahwa hak dan
kepentingan semua pihak yang terlibat diakomodasi dengan
cara yang adil dan setara. Tidak boleh ada pihak yang lebih
diuntungkan atau dirugikan secara tidak adil, baik itu
berdasarkan kekuatan politik, ekonomi, atau sosial.

Dalam implementasinya, prinsip ini mencakup upaya
untuk mendistribusikan sumber daya dan peluang secara
merata, baik itu dalam bentuk bantuan hukum, pendidikan,
pekerjaan, atau akses terhadap sumber daya publik. Ketika
terjadi konflik sosial yang berakar dari ketidakadilan sosial,
seperti kesenjangan ekonomi, ketidaksetaraan hak, atau
ketimpangan akses terhadap sumber daya, maka kebijakan
penanganan konflik sosial harus memperhatikan
penyelesaian ketidakadilan ini. Dalam penyusunan Raperda,
prinsip keadilan sosial juga harus mencakup penyelesaian
yang memberi kesempatan kepada semua kelompok untuk
berbicara, berpartisipasi dalam proses penyelesaian, dan
mendapatkan keadilan yang setara tanpa memandang latar
belakang mereka.

Asas ini tidak hanya berfokus pada pemulihan hubungan
antar kelompok yang terlibat konflik, tetapi juga pada upaya
untuk menciptakan sistem sosial yang lebih inklusif dan
berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

c. Asas Keterbukaan dan Partisipasi Publik

Asas keterbukaan dan partisipasi publik menekankan
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pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses
penanganan konflik sosial. Keterbukaan dalam penyusunan
kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan konflik sosial
memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara
transparan dan ikut serta dalam menentukan langkah-langkah
yang diambil.25 Partisipasi publik adalah prinsip yang
mengharuskan masyarakat, baik individu maupun kelompok,
untuk berperan aktif dalam menyampaikan pendapat, memberi
masukan, dan turut serta dalam proses penyelesaian konflik.
Hal ini memastikan bahwa solusi yang dihasilkan bersifat
inklusif dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi
masyarakat secara luas. Dalam konteks Raperda ini,
keterbukaan dan partisipasi publik bisa diterjemahkan melalui
mekanisme musyawarah atau forum-forum dialog  yang
melibatkan seluruh pemangku kepentingan, seperti tokoh
masyarakat, pemerintah daerah, aparat hukum, serta
kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik. Dengan
demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya diterima
secara luas oleh masyarakat, tetapi juga lebih efektif karena
dibuat dengan melibatkan mereka yang langsung terpengaruh
oleh kebijakan tersebut.

Pentingnya asas keterbukaan dan partisipasi publik ini
adalah untuk menghindari kebijakan yang bersifat top-down,
yang hanya menguntungkan segelintir pihak, dan memastikan
bahwa semua suara masyarakat, termasuk yang terpinggirkan,
didengar dan dihargai. Dengan demikian, penyelesaian konflik
sosial dapat berjalan dengan cara yang lebih demokratis dan

sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
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2. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada
dan Permasalahan yang dihadapi

Penyelenggaraan penanganan konflik sosial di Kabupaten
Kutai Kartanegara merupakan bagian integral dari upaya
menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan sosial
masyarakat. Konflik sosial dapat terjadi di berbagai lapisan
masyarakat, baik yang melibatkan individu, kelompok, maupun
antar kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Praktik
penanganan konflik sosial dilakukan oleh berbagai instansi,
termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, dan lembaga-
lembaga non-pemerintah, yang masing-masing memiliki peran
dan tugas dalam meredakan ketegangan dan menyelesaikan
sengketa yang terjadi.

Kondisi sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup
kompleks, dengan masyarakat yang beragam dari segi latar
belakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Keragaman ini
menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam menjaga
kerukunan. Ketimpangan atau perbedaan kepentingan dapat
menjadi pemicu konflik jika tidak dikelola secara adil dan
inklusif. Secara umum, praktik penanganan konflik sosial di
Indonesia mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial, yang menekankan pentingnya prinsip keadilan,
kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selain persoalan agraria yang selama ini menjadi isu
dominan, terdapat pula berbagai faktor lain yang berkontribusi
dalam memicu munculnya konflik sosial di Kabupaten Kutai
Kartanegara. Salah satu pemicu yang cukup sering terjadi adalah
perselisihan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

(Pilkades). Proses Pilkades yang pada dasarnya bertujuan untuk
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memilih pemimpin yang legitimitasnya berasal dari rakyat,
sering kali berubah menjadi ajang kompetisi yang sarat
ketegangan sosial. Hal ini dipicu oleh fanatisme pendukung,
ketidakpuasan terhadap hasil pemungutan suara, dugaan
kecurangan, hingga perbedaan kepentingan antar kelompok
masyarakat.

Dalam beberapa kasus, dinamika Pilkades tidak hanya
menimbulkan gesekan verbal, tetapi juga memunculkan konflik
horizontal antar warga, tokoh adat, maupun kelompok
masyarakat tertentu. Kontestasi politik di tingkat lokal tersebut
sering kali diperparah oleh minimnya regulasi teknis yang
dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat, lemahnya
mekanisme penyelesaian sengketa, serta kurang optimalnya
pendekatan komunikasi dan mediasi dari pihak penyelenggara
maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, konflik yang
muncul dalam Pilkades menjadi salah satu potret penting yang
menunjukkan bahwa proses demokrasi di tingkat desa masih
memerlukan pendampingan, penataan regulasi, dan peningkatan
kapasitas penyelenggara untuk memastikan proses pemilihan
berlangsung secara damai dan berkeadilan

Tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian
warga Kutai Kartanegara juga menjadi faktor pemicu konflik.
Perempuan di daerah pesisir, misalnya, sering kali harus
menghadapi tantangan ganda antara pekerjaan domestik dan
produktif, sementara mereka juga rentan terhadap kekerasan
dan ketidakadilan sosial. Ketegangan yang muncul akibat
ketidaksetaraan ini dapat berpotensi memicu konflik sosial
lebih luas jika tidak segera ditangani dengan tepat dan sensitif
terhadap isu-isu sosial tersebut.

Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan, penanganan
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konflik sosial di Kutai Kartanegara masih dihadapkan pada
beberapa permasalahan besar. Kurangnya koordinasi antar
lembaga terkait dan ketidakjelasan mekanisme penyelesaian
masalah di tingkat akar rumput juga menjadi hambatan utama
dalam menjalankan program pencegahan yang lebih efektif. Hal
ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah
daerah serta kerjasama yang lebih baik antar semua pihak terkait
dalam mengatasi konflik sosial.

Pemerintah daerah menyadari pentingnya membangun
sistem deteksi dini serta mendorong peran aktif masyarakat,
termasuk tokoh agama dan pemuda, dalam menjaga suasana
kondusif. Keterlibatan berbagai elemen dalam menjaga stabilitas
sosial menjadi fondasi penting untuk mencegah timbulnya konflik
di tengah masyarakat.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah
permasalahan yang menjadi hambatan dalam penanganan konflik
sosial di Kutai Kartanegara. Koordinasi antara pemerintah daerah
dengan instansi di tingkat kecamatan dan desa belum optimal,
sehingga respon terhadap potensi konflik sering kali terlambat.
Selain itu, sistem kewaspadaan dini yang dirancang belum
sepenuhnya efektif dalam menjangkau seluruh lapisan
masyarakat. Kurangnya keterlibatan aktif masyarakat, terutama
dalam tahap pencegahan dan pemulihan pascakonflik, juga
menjadi catatan penting yang perlu diperbaiki. Kelemahan ini
menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan
peningkatan literasi sosial di tingkat akar rumput.

Kehadiran Peraturan Daerah tentang Penanganan Konflik ini
tentu akan memperkuat sinergi dan koordinasi penganan konflik
yang sudah ada saat ini. Sehingga penanganan konflik menjadi

lebih terarah dan komprehensif dari semua tingkatan baik dari
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desa/kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten/kota.
Peraturan Daerah ini akan memberikan pedoman bagaiman peran
serta masyarakat dalam penanganan konflik. Mengingat,
penganganan konflik tentuk bukan hanya pekerjaan pemerintah
saja. Melainkan harus menjadi gerakan masif di seluruh lapisan
masyarakat. Sehingga Peraturan Daerah ini juga perlu mengatur
partisipasi masyarakat dalam penanganan konflik sosial.

3. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan
Diatur dalam Raperda terhadap Aspek Kehidupan
Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban
Keuangan Daerah

a. Implikasi Sosial dari Penerapan Kebijakan Penanganan
Konflik Sosial

Penanganan konflik sosial yang efektif tidak hanya
mengurangi ketegangan antara kelompok yang bertikai, tetapi
juga memberikan dampak yang mendalam terhadap kehidupan
sosial masyarakat secara keseluruhan. Penerapan kebijakan ini
dapat menciptakan rasa aman yang lebih baik, mengurangi
polarisasi antar kelompok, dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah.

1) Pengaruh terhadap Kohesi Sosial

Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah untuk
memperkuat ikatan sosial antar kelompok di Kabupaten Kutai
Kartanegara. Kebijakan yang berfokus pada dialog, mediasi,
dan rekonsiliasi dapat mengurangi ketegangan yang timbul
akibat perbedaan suku, agama, dan budaya. Dengan adanya
pendekatan yang lebih inklusif, masyarakat akan lebih
terbuka untuk saling memahami, yang pada gilirannya dapat
meningkatkan solidaritas sosial.

2) Pengurangan Stigma Sosial
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Penanganan yang bijak dan berbasis pada kemanusiaan

akan membantu mengurangi stigma terhadap kelompok
tertentu yang mungkin terlibat dalam konflik sosial. Misalnya,
kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dapat memperoleh
kesempatan yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam
proses mediasi dan rekonsiliasi.
3) Peningkatan Kualitas Hidup

Selain mengurangi ketegangan, kebijakan ini diharapkan
juga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di
Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan lebih banyaknya
kesempatan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan
masalah sosial, memperkuat jaringan sosial yang positif, dan
menciptakan ruang bagi komunitas untuk tumbuh dan

berkembang secara harmonis.

b. Dampak Ekonomi dan Keuangan Daerah

Penerapan kebijakan penanganan konflik sosial tidak hanya
membawa dampak sosial, tetapi juga berimplikasi pada aspek
ekonomi dan keuangan daerah, baik dari sisi biaya yang
diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan maupun dari potensi

manfaat ekonomi jangka panjang.
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1) Biaya Implementasi Kebijakan

Penerapan kebijakan penanganan konflik sosial tentu
memerlukan anggaran yang cukup besar, terutama untuk
pelaksanaan mediasi, sosialisasi, dan pembinaan kapasitas
aparat pemerintahan. Hal ini dapat mencakup biaya pelatihan
bagi petugas yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik,
biaya operasional forum-forum diskusi atau musyawarah,
serta biaya untuk mengakomodasi berbagai kegiatan yang
berhubungan dengan pemulihan pasca-konflik.

2) Potensi Penghematan melalui Pengurangan Konflik
Meskipun biaya awal yang dikeluarkan mungkin cukup
besar, keberhasilan kebijakan ini dalam mengurangi dan
mencegah konflik sosial di masa depan akan menghasilkan
penghematan signifikan dalam jangka panjang. Dengan
berkurangnya ketegangan antar kelompok, kemungkinan
munculnya kekerasan dan kerusakan infrastruktur yang
seringkali terjadi akibat konflik sosial juga akan berkurang.
Hal ini dapat mengurangi biaya yang biasanya dikeluarkan
untuk rehabilitasi dan penanggulangan dampak konflik.

3) Dampak Positif terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif
Kebijakan penanganan konflik sosial juga dapat
mendukung pembangunan ekonomi daerah. Dengan
terciptanya suasana yang aman dan stabil, masyarakat akan
lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan
ekonomi, yang dapat mendorong investasi dan menciptakan
peluang kerja. Selain itu, peningkatan kohesi sosial dapat
meningkatkan kerja sama dalam sektor-sektor produktif,

seperti pertanian, perdagangan, dan industri lokal, yang pada
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akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih

inklusif dan merata.

c. Dampak terhadap Struktur Keuangan Daerah

Pemerintah daerah perlu memastikan adanya anggaran yang
memadai untuk  mendukung  kebijakan ini, dengan
mempertimbangkan alokasi dana yang efisien dan transparan.
Pengelolaan anggaran yang baik akan memastikan bahwa
program-program penanganan konflik sosial dapat dijalankan
secara berkelanjutan tanpa membebani keuangan daerah secara
berlebihan.

Penerapan kebijakan ini dapat berpotensi meningkatkan
pendapatan daerah, terutama dari sektor pariwisata dan investasi
yang dapat tumbuh dalam lingkungan yang kondusif dan aman.
Stabilitas sosial yang tercipta akan menarik lebih banyak
pengunjung dan investor yang melihat Kabupaten Kutai
Kartanegara sebagai wilayah yang aman dan berkembang.

Dengan adanya kebijakan yang mengurangi konflik sosial,
pengeluaran daerah yang terkait dengan penanggulangan konflik,
seperti pengadaan pasokan darurat atau biaya keamanan, dapat
ditekan. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan
keseimbangan yang lebih baik antara pengeluaran dan
pendapatan daerah, serta mendukung keberlanjutan

pembangunan ekonomi daerah.
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BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

Sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai Penanganan Konflik Sosial,
BAB III akan membahas Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-
Undangan yang terkait dengan isu ini. Sebelum melakukan evaluasi
dan analisis lebih lanjut, penting untuk memahami bahwa
penanganan konflik sosial memerlukan landasan hukum yang kuat
agar dapat diimplementasikan dengan efektif. Berbagai peraturan
yang ada, baik pada tingkat nasional maupun daerah, perlu ditinjau
untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi sosial masyarakat
Kabupaten Kutai Kartanegara yang majemuk. Dalam bab ini, akan
dilakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang
relevan, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada,
serta bagaimana regulasi yang ada dapat mendukung atau
menghambat penanganan konflik sosial yang lebih baik di masa
depan. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang
solid bagi kebijakan daerah yang akan datang, memastikan bahwa
setiap tindakan yang diambil tidak hanya sesuai dengan peraturan
yang berlaku, tetapi juga sejalan dengan kebutuhan dan konteks lokal

yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan dasar hukum

yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
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menyusun peraturan daerah (Perda) sebagai bagian dari otonomi
daerah. Pasal ini menyatakan bahwa “Pemerintah daerah berhak
menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain
untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Dalam
konteks penanganan konflik sosial, pasal ini menjadi sangat
penting karena memberikan landasan bagi pemerintah daerah,
termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk mengatur dan
mengelola permasalahan sosial yang timbul, seperti konflik antar
kelompok masyarakat, dengan mengeluarkan peraturan yang
relevan.

Evaluasi terhadap Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945
menunjukkan bahwa peraturan ini memberi keleluasaan bagi
pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi
sosial dan budaya yang ada di daerah masing-masing. Hal ini
sangat penting mengingat setiap daerah di Indonesia memiliki
karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda-beda.
Dengan adanya kewenangan ini, Kabupaten Kutai Kartanegara
dapat mengembangkan peraturan daerah yang sesuai dengan
kebutuhan spesifik masyarakatnya, terutama dalam menangani
konflik sosial yang sering kali dipicu oleh perbedaan agama, suku,
dan kepentingan ekonomi.

Namun, meskipun memberikan kewenangan yang luas, perlu
diperhatikan bahwa penerapan pasal ini harus tetap mengacu pada
prinsip-prinsip yang lebih tinggi yang terkandung dalam UUD NRI
1945, seperti prinsip keadilan, kemanusiaan, dan persatuan
bangsa. Oleh karena itu, dalam merancang peraturan daerah
tentang penanganan konflik sosial, pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang

diambil tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan
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tidak merugikan kelompok-kelompok tertentu. Analisis lebih
lanjut terhadap pasal ini juga perlu mencakup mekanisme
pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa peraturan
yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik dan efektif
dalam menyelesaikan konflik sosial.

Dengan demikian, Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menjadi
salah satu dasar yang sangat penting bagi pengembangan
peraturan daerah yang dapat menyelesaikan konflik sosial dengan
pendekatan yang berbasis pada mediasi dan rekonsiliasi, sesuai
dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.
Peraturan daerah yang lahir dari kewenangan ini diharapkan
mampu menjadi solusi yang adil dan menyeluruh, serta
mendukung terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera

bagi seluruh masyarakat.

B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886)

Undang-Undang ini mengatur hak setiap individu untuk
hidup, bebas dari penyiksaan, serta memperoleh perlakuan yang
sama di hadapan hukum. Dalam konteks konflik sosial, seringkali
hak-hak ini terancam, terutama dalam situasi yang melibatkan
kekerasan atau ketegangan antar kelompok. Oleh karena itu,
penyusunan Raperda Kabupaten Kutai Kartanegara harus
memastikan bahwa segala tindakan dalam penanganan konflik,
seperti mediasi atau rekonsiliasi, tidak melanggar hak-hak dasar
individu. Raperda ini harus menetapkan bahwa semua pihak yang
terlibat dalam konflik sosial mendapatkan perlindungan yang

setara tanpa diskriminasi.
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Salah satu prinsip utama dalam Undang-Undang HAM adalah
asas non-diskriminasi, yang mengharuskan tidak ada pihak yang
diperlakukan berbeda atas dasar suku, agama, ras, atau golongan.
Dalam penanganan konflik sosial, sering kali terdapat
ketidaksetaraan dalam penanganan kelompok-kelompok yang
terlibat. Oleh karena itu, Raperda harus memastikan bahwa setiap
tindakan penyelesaian konflik mengedepankan keadilan sosial dan
tidak ada pihak yang terdiskriminasi. Setiap kelompok harus
diperlakukan sama dalam hal memperoleh akses terhadap
keadilan, penyelesaian, serta pemulihan pasca-konflik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa
negara bertanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan hak
asasi manusia. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara harus berperan aktif dalam menciptakan kebijakan
yang menjaga hak- hak individu, termasuk hak atas rasa aman dan
perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi
selama dan setelah konflik. Negara juga berkewajiban untuk
memberikan mekanisme hukum yang adil bagi semua pihak yang
terdampak oleh konflik sosial, yang selaras dengan prinsip
keadilan, transparansi, dan kesetaraan.

Dalam penyusunan norma-norma dalam Raperda, sangat
penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
Misalnya, pengaturan tentang mekanisme penyelesaian konflik
yang berbasis pada mediasi dan rekonsiliasi, bukannya
pendekatan yang bersifat represif atau menggunakan kekuatan
militer. Hal ini penting agar Raperda dapat mengakomodasi hak
semua pihak yang terlibat dalam konflik, memberikan ruang bagi
setiap individu untuk mengungkapkan pandangannya, dan

mengutamakan penyelesaian damai yang menghormati martabat
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manusia.

C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur berbagai
asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan. Asas-asas ini, seperti kejelasan tujuan,
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, dan kesesuaian
materi muatan dengan jenis serta hierarkinya, sangat penting
dalam merancang Raperda Kabupaten Kutai Kartanegara tentang
Penanganan Konflik Sosial. Raperda ini harus disusun dengan
memperhatikan kejelasan tujuan untuk mengatasi konflik sosial
yang ada di masyarakat, serta melibatkan lembaga atau pejabat
yang berkompeten, seperti pejabat dari pemerintah daerah dan
lembaga terkait yang memiliki kapasitas dalam penanganan
konflik sosial.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah proses
penyusunan yang melibatkan pengharmonisasian antara pihak-
pihak yang terlibat. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah harus melibatkan koordinasi antar

DPRD dan pemerintah daerah. Dalam konteks Raperda Kabupaten
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Kutai Kartanegara, hal ini menjadi penting karena penanganan
konflik sosial memerlukan sinergi antara berbagai pihak—baik
dari pemerintahan maupun masyarakat sipil—agar kebijakan
yang dihasilkan efektif dan tepat sasaran.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahan yang
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
memberikan pedoman yang sangat relevan dalam penyusunan
Raperda yang efektif, sistematis, dan inklusif. Penerapan prinsip-
prinsip tersebut dalam proses penyusunan akan memastikan
bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan
prinsip hukum yang berlaku, tetapi juga mampu menyelesaikan
konflik sosial secara adil dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai

Kartanegara.

D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 48
2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5315)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial memiliki peran yang sangat krusial dalam
memberikan kerangka hukum yang komprehensif dan terstruktur
dalam menangani konflik sosial di Indonesia, termasuk di
Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam evaluasi terhadap undang-
undang ini, kita melihat bahwa regulasi ini bertujuan untuk
menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan
sejahtera, serta memelihara harmoni sosial di antara berbagai
kelompok masyarakat yang mungkin memiliki perbedaan.
Undang-undang ini mengatur tiga tahapan penanganan konflik,
yakni pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik, yang

semuanya bertujuan untuk menanggulangi dampak buruk yang
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ditimbulkan oleh konflik sosial.

Evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
menunjukkan bahwa ia mencakup berbagai aspek penting dalam
penanganan konflik sosial. Misalnya, dalam tahap pencegahan,
pemerintah diminta untuk menjaga kondisi damai dalam
masyarakat dengan mengembangkan sistem penyelesaian
perselisihan secara damai dan meredam potensi konflik. Pada
tahap penghentian, pemerintah diberikan kewenangan untuk
menghentikan kekerasan dan melakukan penetapan status
keadaan konflik, yang sangat relevan dalam situasi eskalasi
kekerasan yang sulit dikendalikan oleh aparat kepolisian. Terakhir,
tahap pemulihan pascakonflik, yang mencakup rekonsiliasi,
rehabilitasi, dan rekonstruksi, sangat penting untuk memastikan
bahwa masyarakat yang terdampak dapat kembali hidup dalam
kedamaian dan kesejahteraan.

Namun, meskipun Undang-Undang ini memberikan kerangka
hukum yang jelas dan sistematis, tantangan terbesar dalam
implementasinya adalah koordinasi yang efektif antara pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sebagai contoh,
meskipun penanganan konflik sosial diatur dengan sangat rinci,
penerapan yang konsisten di tingkat daerah, seperti Kabupaten
Kutai Kartanegara, memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai
pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat dan lembaga
terkait. Selain itu, adanya sistem peringatan dini dan pendekatan
berbasis musyawarah untuk mufakat yang menjadi salah satu
dasar penyelesaian konflik juga perlu diperkuat melalui pelatihan
dan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah dan
masyarakat.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012

memberikan dasar hukum yang kuat untuk penanganan konflik
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sosial, namun penerapannya memerlukan komitmen dan
koordinasi yang baik antara berbagai pihak, serta penguatan
kapasitas di tingkat daerah untuk menangani konflik secara efektif

dan berkelanjutan.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum yang mengatur
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, termasuk
kewenangan pemerintah daerah dalam menangani berbagai
permasalahan, termasuk konflik sosial yang terjadi di masyarakat.
Undang-undang ini memberikan mandat kepada pemerintah
daerah, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk mengelola
urusan pemerintahan dan membuat kebijakan yang disesuaikan
dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di daerah masing-
masing. Dalam konteks penanganan konflik sosial, Undang-
Undang ini menjadi sangat penting karena mengatur bagaimana
pemerintah daerah dapat bertindak secara efektif dalam mengelola
konflik yang muncul di wilayah mereka.

Evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

menunjukkan bahwa undang-undang ini memberikan
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kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur
dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan
sosial masyarakat. Pemerintah daerah diberikan otonomi untuk
mengelola urusan pemerintahan, termasuk dalam hal penyelesaian
konflik sosial. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan
pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan di tingkat daerah, yang sangat relevan dalam
penanganan konflik sosial yang sering kali melibatkan berbagai
kelompok masyarakat dengan kepentingan yang berbeda-beda.
Dalam hal ini, pendekatan yang berbasis pada musyawarah dan
mufakat, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, sangat
diperlukan untuk menciptakan solusi yang adil dan diterima oleh
semua pihak.

Namun, meskipun memberikan kewenangan yang besar,
penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di tingkat
daerah, seperti di Kabupaten Kutai Kartanegara, juga menghadapi
tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga dan efektivitas
implementasi kebijakan. Salah satu isu yang perlu
diperhatikan adalah bagaimana memastikan bahwa setiap
kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam menangani
konflik sosial tetap sejalan dengan kebijakan nasional dan tidak
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu,
penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam
mengelola konflik sosial juga menjadi hal yang sangat penting agar
kebijakan yang diambil dapat dijalankan dengan efektif.

Selain itu, dengan adanya perubahan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang

menyentuh banyak aspek kebijakan pemerintah daerah, termasuk
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dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan antara
pemerintah pusat dan daerah, evaluasi dan penyesuaian terhadap
kebijakan yang ada di tingkat daerah, termasuk dalam hal
penanganan konflik sosial, menjadi semakin relevan. Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menyesuaikan kebijakan dan
strategi penanganan konflik sosial agar dapat tetap berkoordinasi
dengan kebijakan nasional yang berlaku, serta memastikan
kebijakan tersebut mengakomodasi kebutuhan dan dinamika
sosial masyarakat di daerah.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
dan perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 memberikan landasan hukum yang sangat penting bagi
pemerintah daerah dalam menangani konflik sosial. Namun,
tantangan utama terletak pada bagaimana pemerintah daerah,
khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat
mengimplementasikan kebijakan dengan efektif, menjaga
koordinasi antar lembaga, serta melibatkan masyarakat dalam

proses penyelesaian konflik sosial.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5658)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
tentang Penanganan Konflik Sosial merupakan regulasi yang
penting dalam mendukung pelaksanaan penanganan konflik sosial
secara komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi. Dalam

evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah ini, kita melihat bahwa ia
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memberikan pedoman lebih rinci mengenai berbagai aspek dalam
penanganan konflik sosial, seperti pencegahan, tindakan darurat,
penyelamatan dan pelindungan korban, serta pemulihan
pascakonflik.

Evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2015 menunjukkan bahwa peraturan ini sangat mendetail dalam
mengatur tahapan penanganan konflik sosial, mulai dari
pencegahan hingga pemulihan pascakonflik. Salah satu aspek
penting yang diatur dalam peraturan ini adalah upaya pencegahan
yang melibatkan berbagai kegiatan seperti penguatan kerukunan
umat beragama, peningkatan kesadaran hukum, dan
pembangunan sistem peringatan dini. Kegiatan ini sangat relevan
dengan upaya untuk menciptakan kondisi damai dalam
masyarakat, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat
kapasitas masyarakat dalam mencegah terjadinya konflik.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur tindakan darurat yang
diperlukan untuk menyelamatkan korban konflik dan memberikan
perlindungan. Pemerintah dan pemerintah daerah diberikan
kewenangan untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi
korban, serta menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan,
sandang, dan pelayanan kesehatan. Pelindungan terhadap
kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan penyandang
disabilitas, juga menjadi bagian yang sangat penting dalam
peraturan ini, memastikan bahwa korban konflik mendapatkan
perlindungan yang memadai.

Pada tahap pemulihan pascakonflik, peraturan ini
menekankan pentingnya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan
rekonstruksi. Ini mencakup pemulihan kondisi fisik dan mental
masyarakat yang terdampak konflik, serta pemulihan sarana dan

prasarana yang rusak akibat konflik. Peran serta masyarakat juga
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diatur dengan jelas dalam peraturan ini, dengan masyarakat
diharapkan dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk, seperti
bantuan tenaga, penyediaan kebutuhan dasar, dan penguatan
kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan.

Secara keseluruhan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2015 memberikan pedoman yang sangat komprehensif dalam
penanganan konflik sosial, namun tantangan utama terletak pada
koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan masyarakat. Implementasi yang konsisten di tingkat
daerah, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara, sangat penting
agar kebijakan yang diambil dapat berjalan dengan baik,
memberikan solusi yang adil, dan menciptakan perdamaian yang

berkelanjutan.

G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506)

Pentingnya koordinasi yang terintegrasi antara berbagai level
pemerintahan—baik di tingkat nasional, provinsi, maupun
kabupaten/kota—ditekankan dalam Peraturan Menteri ini.
Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan karakteristik sosial dan
budaya yang beragam, perlu memfasilitasi koordinasi yang lebih
efektif antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta lembaga
masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa penanganan konflik
sosial tidak hanya berfokus pada intervensi yang bersifat jangka
pendek, tetapi juga memperhatikan pemulihan jangka panjang
yang inklusif.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penerapan
Raperda Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bagaimana

memastikan bahwa koordinasi pencegahan dan pemulihan
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pascakonflik berjalan secara sinkron dengan kebijakan yang ada di
tingkat provinsi dan nasional. Dalam hal ini, Peraturan Menteri ini
memberikan dasar untuk penyusunan Rencana Aksi Terpadu yang
melibatkan berbagai pihak secara menyeluruh. Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara harus memastikan bahwa semua
pihak terkait dilibatkan dalam setiap langkah kebijakan.

Salah satu kewenangan yang diberikan oleh Peraturan
Menteri Nomor 42 Tahun 2015 adalah perlunya penguatan
kapasitas dari pemerintah daerah, termasuk di tingkat Kabupaten
Kutai Kartanegara, dalam menghadapi dan menangani konflik
sosial. Evaluasi terhadap peraturan ini menunjukkan bahwa
pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat
kabupaten/kota adalah kunci dalam menciptakan respon yang
cepat dan efektif. Tim ini diharapkan dapat mengintegrasikan
aspek pencegahan, penyelesaian, serta pemulihan konflik, dengan
melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Sosial, Kepolisian, TNI,
dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlunya penguatan
kapasitas kelembagaan melalui pelatihan kepada aparat
pemerintah dan pembentukan tim tanggap darurat yang lebih
siap, menjadi penting. Penyusunan Raperda harus memastikan
bahwa perangkat ini dapat beroperasi dengan baik, tidak hanya
pada saat konflik terjadi, tetapi juga dalam kegiatan pencegahan
dan pemulihan pascakonflik.

Dalam evaluasi Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2015,
penyusunan Rencana Aksi Terpadu di setiap tingkat pemerintahan
menjadi hal yang sangat penting. Untuk Kabupaten Kutai
Kartanegara, perlu ada rencana aksi yang terstruktur yang
memuat langkah-langkah pencegahan konflik, penghentian

kekerasan, serta pemulihan pascakonflik. Pemerintah daerah
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harus memastikan bahwa rencana aksi tersebut dilaksanakan

dengan melibatkan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta
lembaga masyarakat lainnya. Hal ini akan memperkuat
keberlanjutan dari penyelesaian konflik yang adil dan
berkelanjutan.

Peraturan Menteri ini juga menekankan pentingnya
partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penanganan konflik
sosial, dari pencegahan hingga pemulihan pascakonflik. Dalam
konteks Kabupaten Kutai Kartanegara, yang memiliki keragaman
sosial budaya, partisipasi ini sangat penting untuk menciptakan
penyelesaian yang tidak hanya adil tetapi juga diterima oleh
seluruh lapisan masyarakat. Penyusunan Raperda harus
memastikan bahwa mekanisme partisipasi publik berjalan dengan
baik, dengan menyediakan forum dialog atau musyawarah yang
melibatkan pihak-pihak yang terkena dampak langsung.

Terakhir Peraturan ini menekankan perlunya sistem
monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa
kebijakan yang diterapkan tidak hanya berjalan di atas kertas
tetapi juga memberikan hasil yang nyata dalam pengelolaan konflik
sosial. Dalam Raperda Kabupaten Kutai Kartanegara, mekanisme
evaluasi ini harus diatur dengan jelas, baik melalui laporan
berkala, sistem informasi penanganan konflik, dan koordinasi
antar lembaga, guna memastikan bahwa kebijakan yang

diterapkan dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi yang

ada.
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BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam Raperda Penanganan Konflik Sosial
merupakan panduan moral dan etis yang memberikan arah yang
jelas bagi kebijakan penanganan konflik sosial yang adil, efektif,
dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara. Penyusunan
kebijakan ini harus berlandaskan pada pandangan hidup yang
terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Pancasila sebagai ideologi yang menyatukan seluruh elemen
bangsa, memberikan pedoman dalam penyelesaian masalah sosial,
termasuk konflik, dengan berpegang pada nilai-nilai luhur yang
terkandung dalam sila-sila tersebut. Oleh karena itu, landasan
filosofis dalam Raperda ini juga mencakup refleksi mendalam
terhadap nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan penerapannya
dalam konteks sosial yang nyata di Kabupaten Kutai Kartanegara,
yang memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dan
dinamis.

Sebagai ideologi dasar negara Indonesia, Pancasila
mengandung prinsip-prinsip yang sangat relevan dalam
penanganan konflik sosial. Sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan
yang Adil dan Beradab,” menekankan bahwa setiap individu
memiliki martabat yang harus dihormati dan berhak untuk hidup
dalam keadaan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi.
Dalam praktiknya, banyak konflik sosial yang muncul akibat
pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu, baik dalam bentuk
kekerasan fisik, diskriminasi, maupun ketidakadilan sosial. Oleh

karena itu, dalam penyusunan Raperda ini, prinsip kemanusiaan

47



ST —_

yang adil dan beradab harus dijadikan sebagai pedoman utama.
Penanganan konflik sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak
hanya bertujuan untuk menghentikan kekerasan yang terjadi,
tetapi juga untuk mengembalikan martabat individu yang terkena
dampak konflik, baik fisik maupun psikologis.

Pancasila juga mengajarkan pentingnya menghargai
keberagaman dan membangun kesatuan dalam perbedaan, yang
sangat relevan bagi Kabupaten Kutai Kartanegara, mengingat
keberagaman etnis, agama, dan budaya yang ada. Raperda ini
harus mengakomodasi keberagaman tersebut dengan cara yang
saling menghormati. Dalam konteks tersebut, prinsip dialog harus
dijadikan metode utama dalam menyelesaikan perbedaan, bukan
kekerasan atau tindakan represif lainnya. Oleh karena itu,
kebijakan yang dituangkan dalam Raperda ini harus mampu
menciptakan ruang untuk dialog antar kelompok yang berbeda,
serta menjunjung tinggi prinsip keadilan tanpa diskriminasi.

Prinsip keadilan sosial adalah prinsip fundamental yang harus
menjadi landasan dalam Raperda ini. Keadilan sosial menuntut
agar setiap individu dan kelompok memiliki akses yang setara
terhadap hak-hak dasar mereka, baik dalam bidang ekonomi,
sosial, maupun politik. Konflik sosial seringkali terjadi akibat
adanya ketimpangan dalam distribusi sumber daya, kesempatan,
dan akses terhadap pelayanan publik. Ketimpangan ini dapat
memperburuk ketegangan antar kelompok yang pada gilirannya
menimbulkan konflik. Dalam konteks ini, Raperda Kabupaten
Kutai Kartanegara harus memiliki tujuan yang jelas untuk
mengurangi ketimpangan sosial tersebut dan memastikan
pemerataan akses terhadap hak-hak sosial bagi seluruh warga,

tanpa terkecuali.
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Penerapan prinsip keadilan sosial dalam Raperda ini tidak
hanya terbatas pada penyelesaian konflik yang sudah terjadi, tetapi
juga mencakup langkah-langkah preventif untuk mencegah
terjadinya ketegangan sosial di masa depan. Dengan merumuskan
kebijakan yang mengedepankan pemerataan kesempatan dan
akses, Raperda ini bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial
yang adil dan damai, di mana setiap orang, baik individu maupun
kelompok, dapat hidup berdampingan tanpa rasa terancam atau
tertinggal.

Landasan filosofis selanjutnya adalah humanisme, yang
menempatkan martabat manusia sebagai nilai utama dalam setiap
kebijakan. Prinsip ini mendorong untuk selalu menghormati dan
melindungi hak-hak dasar setiap individu. Dalam hal ini, Raperda
ini harus mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi
manusia (HAM). Ketika sebuah konflik sosial terjadi, seringkali ada
pelanggaran terhadap hak-hak individu, baik melalui kekerasan
fisik, penganiayaan psikologis, ataupun diskriminasi. Oleh karena
itu, kebijakan dalam Raperda ini harus dirancang untuk
memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam menangani
konflik sosial selalu berpijak pada perlindungan HAM.

Raperda ini harus menekankan pada penyelesaian yang
berbasis pada prinsip HAM, dengan pendekatan yang
mengutamakan dialog, mediasi, dan rekonsiliasi, serta
menghindari tindakan represif yang dapat memperburuk situasi.
Setiap individu yang terlibat dalam konflik sosial berhak
mendapatkan perlindungan hukum yang adil, serta hak untuk
diperlakukan dengan bermartabat. Pendekatan berbasis HAM ini

tidak hanya akan memastikan bahwa hak-hak setiap individu
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dihormati, tetapi juga akan memperkuat kedamaian yang bersifat
lebih menyeluruh, baik secara fisik maupun sosial.

Demokrasi adalah prinsip utama dalam sistem pemerintahan
Indonesia yang menekankan kedaulatan rakyat. Prinsip demokrasi
ini menjadi landasan penting dalam Raperda ini, karena dalam
menyusun kebijakan penanganan konflik sosial, partisipasi
masyarakat sangatlah diperlukan. Raperda ini harus memberi
ruang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam
setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
hingga evaluasi kebijakan. Partisipasi masyarakat bukan hanya
sebatas formalitas, tetapi harus melibatkan semua lapisan
masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang rentan terhadap
konflik sosial.

Partisipasi ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang
lebih representatif, legitimatif, dan lebih mudah diterima oleh
masyarakat. Dengan memberi kesempatan kepada masyarakat
untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan,
kebijakan yang dihasilkan akan lebih dekat dengan kebutuhan
nyata di lapangan, dan akan mempermudah implementasi serta
meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik.

Pendekatan holistik dan berkelanjutan merupakan prinsip
penting lainnya dalam Raperda ini. Penanganan konflik sosial
harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya pada
penyelesaian jangka pendek, tetapi juga pada upaya pencegahan
jangka panjang. Raperda ini harus mencakup pendekatan yang
memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat—sosial,
ekonomi, budaya, dan politik—untuk menciptakan kedamaian

yang berkelanjutan. Hal ini mencakup pemulihan hubungan antar
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kelompok yang rusak akibat konflik, penguatan kohesi sosial, dan
pembangunan kapasitas masyarakat agar lebih resilient terhadap
potensi konflik yang mungkin terjadi di masa depan.

Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan kekayaan budaya dan
tradisi lokal yang dimilikinya, menawarkan banyak potensi dalam
penyelesaian konflik sosial yang berbasis pada kearifan lokal. Oleh
karena itu, Raperda ini harus mengintegrasikan nilai-nilai budaya
lokal dalam setiap tahap penyelesaian konflik. Kearifan lokal dapat
menawarkan solusi yang lebih tepat sasaran dan dapat diterima
oleh masyarakat setempat, serta memperkuat solidaritas antar
kelompok yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Akhirnya, penyelesaian konflik sosial harus dilakukan dengan
cara yang damai, bermartabat, dan berbasis pada prinsip
rekonsiliasi. Bukan hanya berhenti pada penghentian konflik
secara fisik, tetapi yang lebih penting adalah pemulihan hubungan
sosial yang rusak akibat ketegangan tersebut. Raperda ini
menekankan pada penyelesaian konflik melalui dialog, mediasi,
dan wupaya rekonsiliasi, yang bertujuan untuk membangun
kembali kepercayaan antar kelompok masyarakat. Dengan
demikian, penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Kutai
Kartanegara dapat menciptakan perdamaian yang sesungguhnya,
dengan memperkuat ikatan sosial di antara semua pihak yang
terlibat.

Secara keseluruhan, landasan filosofis dari Raperda
Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penanganan Konflik Sosial
mengedepankan nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial,
kemanusiaan, demokrasi, serta kearifan lokal. Penyusunan
kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil,

harmonis, dan berkelanjutan, serta mengatasi tantangan sosial
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yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cara yang
manusiawi, inklusif, dan berbasis pada kedamaian yang

berkelanjutan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis Raperda ini berfungsi untuk memastikan
kebijakan yang diambil tidak hanya berbasis pada norma hukum,
tetapi juga mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap
kondisi sosial dan dinamika masyarakat setempat. Kabupaten
Kutai Kartanegara, dengan keberagaman sosial, budaya, ekonomi,
dan agama yang dimilikinya, membutuhkan pendekatan kebijakan
yang sensitif terhadap realitas sosial yang ada. Konflik sosial
adalah bagian tak terpisahkan dari dinamika kehidupan sosial
yang berkembang, apalagi di masyarakat yang pluralistik seperti
Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, Raperda ini harus
mengakui keberagaman yang ada dan menangani ketegangan
sosial dengan cara yang mengedepankan penyelesaian yang
inklusif dan berbasis pada pemahaman sosial yang mendalam.

Kabupaten Kutai Kartanegara adalah daerah multikultur.
Masyarakatnya terdiri dari berbagai kelompok dengan latar
belakang yang berbeda-beda, baik dalam hal kepercayaan maupun
pandangan terhadap isu sosial tertentu. Keberagaman ini,
meskipun merupakan kekayaan yang patut disyukuri, juga dapat
menjadi sumber ketegangan dan konflik jika tidak dikelola dengan
baik. Konflik sosial sering kali muncul akibat ketidakadilan dalam
pembagian sumber daya, kesempatan ekonomi, atau perlakuan
sosial yang tidak adil terhadap kelompok-kelompok tertentu.
Misalnya perbedaan pandangan agama atau etnis yang seringkali

disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap perbedaan
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tersebut atau ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok
tertentu.

Raperda ini harus merespons keberagaman tersebut dengan
pendekatan yang inklusif dan menghargai perbedaan, tidak hanya
sebagai suatu kenyataan sosial, tetapi juga sebagai potensi yang
dapat memperkaya kehidupan bersama. Salah satu langkah yang
sangat penting adalah menciptakan ruang untuk dialog antar
kelompok, agar mereka bisa saling memahami dan mengurangi
ketegangan yang ada. Dengan demikian, kebijakan dalam Raperda
ini harus berfokus pada membangun solidaritas sosial dan
menghilangkan stigma yang sering melekat pada kelompok
tertentu yang terlibat dalam konflik. Keberagaman yang ada harus
dilihat sebagai kekuatan untuk menciptakan kedamaian sosial,
bukan sebagai sumber perpecahan.

Ketimpangan sosial dalam akses terhadap pekerjaan,
pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sumber daya lainnya sering
kali menjadi pemicu utama terjadinya konflik sosial.
Ketidaksetaraan ini menyebabkan munculnya perasaan
ketidakadilan di kalangan kelompok-kelompok tertentu, yang
merasa tertinggal atau terpinggirkan. Kondisi ini dapat
memperburuk ketegangan yang ada, memunculkan kecemburuan
sosial, dan akhirnya menambah keretakan antar kelompok.

Raperda ini harus merumuskan kebijakan yang mampu
mengurangi ketimpangan sosial dengan cara menciptakan
pemerataan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat. Misalnya,
dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok-
kelompok yang kurang beruntung, atau kelompok yang sering

terpinggirkan, dan kelompok rentan, seperti disabilitas dan atau
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masyarakat yang kurang terdidik. Kebijakan yang berfokus pada
peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok-kelompok ini,
baik melalui bantuan sosial, pelatihan keterampilan, maupun
akses yang lebih besar terhadap kesempatan ekonomi, akan
berperan penting dalam mengurangi ketegangan sosial. Dengan
pemerataan yang adil, diharapkan ketimpangan sosial yang ada
dapat diminimalkan, sehingga potensi konflik sosial dapat
dikurangi.

Dinamika sosial yang terjadi di masyarakat sangat
dipengaruhi oleh pola pemikiran yang berkembang di kalangan
warga. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti Kabupaten
Kutai Kartanegara, pola pikir ini sangat berperan dalam
bagaimana masyarakat memandang perbedaan, serta dalam
bagaimana kelompok-kelompok yang berbeda berinteraksi satu
sama lain. Proses modernisasi yang pesat, yang turut membawa
perubahan dalam struktur sosial, sering kali memperburuk
ketegangan sosial jika tidak disertai dengan pemahaman yang baik
tentang keberagaman dan perubahan yang terjadi. Beberapa isu
yang sering memicu ketegangan antara kelompok adalah
perbedaan pandangan dalam hal agama dan kebiasaan yang terus
berkembang, namun tidak diikuti dengan pemahaman dan
toleransi yang cukup.

Raperda ini harus memperhatikan pola-pola sosial yang
berkembang dalam masyarakat dan mengadaptasi kebijakan yang
dapat meredam gesekan antar kelompok. Salah satunya adalah
dengan mendorong pendekatan edukasi yang memperkenalkan
nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan saling pengertian antar

kelompok yang berbeda. Program-program multikultural yang
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mengedepankan persatuan dalam perbedaan, seperti seminar atau
pelatihan tentang keragaman, perlu diperkenalkan untuk
memfasilitasi interaksi antar kelompok yang berbeda dan
mendorong mereka untuk saling memahami dan menerima
perbedaan tersebut. Hal ini sangat penting agar proses perubahan
sosial tidak menambah ketegangan, melainkan menciptakan
kehidupan yang lebih harmonis.

Keterlibatan masyarakat dalam penanganan konflik sosial
adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Raperda ini harus
mengedepankan pendekatan berbasis partisipasi aktif masyarakat,
baik dalam tahap pencegahan, penyelesaian, maupun pemulihan
pascakonflik. Masyarakat yang dilibatkan dalam proses ini akan
merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan
penyelesaian konflik dan lebih cenderung mendukung solusi yang
dihasilkan. Dengan keterlibatan masyarakat, penyelesaian konflik
sosial akan lebih berkelanjutan dan efektif, karena masyarakat
merasa dihargai dan dilibatkan dalam mengambil keputusan yang
menyangkut kehidupan mereka.

Partisipasi ini dapat dilakukan melalui berbagai forum seperti
musyawarah antar kelompok, penyuluhan, serta pelatihan resolusi
konflik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, baik
pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, maupun organisasi
masyarakat sipil. Keterlibatan yang setara tanpa adanya dominasi
pihak tertentu akan memperkuat hubungan antar kelompok, dan
proses rekonsiliasi pascakonflik akan lebih cepat terlaksana. Oleh
karena itu, Raperda ini akan mendorong terbentuknya masyarakat
yang lebih toleran, sadar akan keberagaman, dan aktif dalam

menjaga perdamaian sosial.
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Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran
penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang merata dan
mengurangi ketegangan sosial yang ada. Pemerintah daerah harus
mampu mengenali tanda-tanda potensi konflik sosial dan
bertindak cepat dengan pendekatan yang berbasis pencegahan
dan penyelesaian yang berbasis dialog. Raperda ini memberikan
kerangka hukum bagi pemerintah daerah untuk bertindak
preventif dan responsif terhadap potensi konflik yang ada, serta
memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat
memperbaiki kondisi sosial yang ada di masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa penyelesaian konflik sosial tidak
hanya mengandalkan tindakan pemerintah atau aparat keamanan,
tetapi juga membutuhkan kerja sama dengan masyarakat dalam
mencari solusi yang adil dan mengurangi ketegangan. Melalui
kebijakan yang dihasilkan dalam Raperda ini, diharapkan tercipta
masyarakat yang lebih harmonis dan memiliki ketahanan sosial
yang lebih kuat terhadap potensi konflik di masa depan.

Secara keseluruhan, landasan sosiologis dalam Raperda
Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penanganan Konflik Sosial
mencerminkan kebutuhan untuk memahami dinamika sosial
masyarakat yang sangat beragam. Dengan mengakui adanya
ketimpangan sosial, perbedaan pandangan, serta pentingnya
keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik, Raperda ini
bertujuan untuk memberikan solusi yang efektif dalam meredakan
ketegangan sosial, membangun solidaritas antar kelompok, dan
menciptakan perdamaian sosial yang berkelanjutan. Pendekatan

yang inklusif, berbasis pada keadilan sosial, serta penguatan
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kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat akan menjadi kunci

keberhasilan dalam mencapai tujuan ini.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis Raperda ini berfungsi sebagai dasar hukum
yang menjamin kejelasan, kepastian, dan keadilan dalam
implementasi kebijakan yang dirancang. Setiap peraturan yang
akan diterapkan harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang
berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk
memastikan bahwa kebijakan tersebut sah dan sesuai dengan
sistem hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, landasan
yuridis ini mencakup kajian terhadap peraturan perundang-
undangan yang relevan, baik yang mengatur tentang otonomi
daerah, penanganan konflik sosial, maupun hak asasi manusia.

Sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
memberikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam
penanganan konflik sosial. Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
menetapkan peraturan daerah guna mengelola masalah sosial,
termasuk konflik antar kelompok di wilayahnya. Hal ini
memberikan landasan konstitusional bagi pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara untuk merancang Raperda tentang Penanganan
Konflik Sosial sesuai dengan kondisi sosial dan budaya
masyarakat setempat.

Kewenangan ini memastikan bahwa pemerintah daerah

memiliki fleksibilitas untuk merumuskan kebijakan yang sesuai
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dengan kebutuhan lokal, termasuk menangani konflik sosial yang
sering kali dipicu oleh perbedaan agama, suku, dan kepentingan
ekonomi. Namun, penerapan pasal ini harus selalu mengacu pada
prinsip-prinsip yang lebih tinggi dalam UUD 1945, seperti keadilan,
kemanusiaan, dan persatuan bangsa, yang harus tercermin dalam
setiap kebijakan yang diambil.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (UU HAM) menjadi salah satu dasar hukum penting
dalam penyusunan Raperda ini. Pasal-pasal dalam UU HAM
menegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan, rasa
aman, serta hak untuk tidak diskriminasi. Dalam penanganan
konflik sosial, seringkali hak-hak dasar ini terancam, terutama
dalam situasi ketegangan antar kelompok. Oleh karena itu,
Raperda ini harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil
dalam penyelesaian konflik tidak melanggar hak asasi manusia,
baik secara fisik maupun psikologis, serta menjamin perlindungan
yang setara bagi semua pihak.

UU HAM menuntut agar setiap kebijakan yang diambil tidak
diskriminatif, artinya tidak ada kelompok atau individu yang
diperlakukan secara tidak adil hanya karena latar belakang etnis,
agama, atau golongan. Dalam konteks Raperda ini, prinsip non-
diskriminasi harus diterapkan dalam setiap upaya penyelesaian
konflik, baik dalam bentuk mediasi, rekonsiliasi, atau pendekatan
lainnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial memberikan kerangka hukum yang lebih rinci
terkait penanganan konflik sosial. UU ini mengatur tentang

mekanisme penyelesaian konflik melalui tiga tahapan:
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pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik. Raperda
ini harus mencakup prinsip-prinsip yang diatur dalam UU ini,
dengan memperhatikan pendekatan yang mengutamakan mediasi,
dialog, dan rekonsiliasi, bukan kekerasan atau pendekatan
represif.

Penyusunan kebijakan penanganan konflik sosial di
Kabupaten Kutai Kartanegara juga harus mematuhi peraturan
pelaksanaan dari UU ini, yang memberikan pedoman lebih lanjut
tentang pelaksanaan koordinasi antar instansi, pemerintah, dan
masyarakat. Dalam hal ini, Raperda ini harus menegaskan
pentingnya kerjasama antar lembaga terkait serta penguatan
kapasitas daerah dalam menghadapi dan menangani konflik sosial
secara komprehensif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah
untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik
sosial, budaya, dan ekonomi di wilayahnya. Sebagai bagian dari
otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berhak
mengeluarkan Raperda yang mengatur penanganan konflik sosial
sesuai dengan konteks lokal. Dalam hal ini, Raperda ini harus
mempertimbangkan kondisi sosial di Kabupaten Kutai
Kartanegara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama,
serta dinamika yang mungkin memicu konflik sosial di
masyarakat.

Namun, dalam implementasi kebijakan, pemerintah daerah
harus memperhatikan prinsip-prinsip yang lebih tinggi dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi. Oleh karena itu, Raperda ini perlu dikaji dengan cermat agar
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sejalan dengan kebijakan nasional dan tidak mengabaikan hak-
hak dasar warga negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 mengatur lebih
lanjut tentang pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2012, termasuk
mekanisme pencegahan dan penyelesaian konflik sosial. Peraturan
ini mengatur secara rinci tentang pengelolaan konflik, termasuk
pembuatan sistem peringatan dini, penguatan kapasitas aparatur
pemerintah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses
penyelesaian konflik. Dalam Raperda ini, penting untuk
mengadopsi prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan tersebut
untuk memastikan bahwa penanganan konflik sosial di Kabupaten
Kutai Kartanegara berjalan dengan efektif dan responsif terhadap
situasi yang ada di masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015
menyarankan agar pemerintah daerah melakukan koordinasi yang
efektif dalam penanganan konflik sosial. Raperda ini harus
menjamin adanya kerjasama yang erat antara pemerintah daerabh,
aparat keamanan, dan masyarakat dalam setiap tahap
penanganan konflik sosial, mulai dari pencegahan, penghentian,
hingga pemulihan pascakonflik. Kebijakan yang diambil harus
bersifat inklusif dan berbasis pada dialog untuk menciptakan
penyelesaian yang adil bagi semua pihak.

Secara keseluruhan, landasan yuridis dalam penyusunan
Raperda Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penanganan
Konflik Sosial memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah
daerah untuk menangani konflik sosial dengan pendekatan yang
berbasis pada hukum yang berlaku di Indonesia. Penyusunan
Raperda ini harus memperhatikan berbagai peraturan

perundang-undangan yang
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relevan untuk memastikan kebijakan yang diambil sah, adil, dan

dapat dilaksanakan secara efektif. Sebagai bagian dari upaya
untuk menciptakan kedamaian sosial di Kabupaten Kutai
Kartanegara, Raperda ini akan menjadi landasan hukum yang kuat

bagi penyelesaian konflik sosial di masa depan.
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BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran Pengaturan

Sasaran pengaturan dalam Raperda Kabupaten Kutai
Kartanegara tentang Penanganan Konflik Sosial adalah untuk
mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan
harmonis melalui kebijakan yang sistematis dalam menangani
konflik sosial. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk
menciptakan mekanisme yang efektif dalam pencegahan,
penyelesaian, dan pemulihan pascakonflik. Dengan keberagaman
sosial yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara, peraturan ini
bertujuan untuk mencegah konflik antar kelompok, mengurangi
ketegangan yang ada, serta menyelesaikan perselisihan yang
terjadi secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Melalui Raperda ini, diharapkan dapat mengatasi berbagai
permasalahan sosial yang dapat menyebabkan ketegangan,
seperti konflik agama, suku, ras, maupun perselisihan
antarwarga. Sasaran lain adalah memastikan bahwa setiap
kebijakan yang diambil mendukung keberlanjutan perdamaian
dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kabupaten Kutai
Kartanegara, dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan,
penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penerimaan

terhadap keberagaman.
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2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Raperda ini meliputi seluruh
wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan perhatian khusus
pada kecamatan dan desa yang rawan konflik. Kabupaten Kutai
Kartanegara, sebagai daerah dengan keberagaman sosial, memiliki
sejumlah potensi konflik yang perlu diatur. Oleh karena itu,
pengaturan dalam peraturan ini tidak hanya berfokus pada lokasi-
lokasi yang sudah teridentifikasi memiliki kerawanan konflik,
tetapi juga pada komunitas yang memiliki potensi terjadinya
ketegangan, seperti daerah dengan ketimpangan ekonomi atau
perbedaan sosial yang mencolok.

Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik, baik itu
pemerintah, masyarakat, maupun lembaga non-pemerintah, juga
diatur dalam Raperda ini. Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara, dalam hal ini, memiliki peran penting sebagai
mediator, fasilitator, dan pengatur Kkebijakan  untuk
menyelesaikan konflik. Selain itu, masyarakat, tokoh agama,
tokoh adat, serta kelompok-kelompok kemasyarakatan lainnya
juga turut berperan aktif dalam penyelesaian konflik, baik dalam
tahapan pencegahan, penyelesaian, maupun pemulihan

pascakonflik.

3. Arah Pengaturan
Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penanganan Konflik Sosial
menempatkan keamanan, Kketenteraman, Kketertiban, dan
kedamaian sebagai prioritas utama yang harus dijaga dengan
penuh tanggung jawab oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan

dengan tugas pemerintah dalam memenuhi hak asasi manusia
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setiap warga negara, yang mencakup hak untuk hidup dalam
masyarakat yang aman, damai, dan penuh Kkesejahteraan.
Mengingat pentingnya stabilitas sosial untuk kehidupan yang
harmonis, peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sebuah
kerangka hukum yang mampu mengelola dan merespons konflik
sosial secara efektif.

Konflik sosial yang muncul dari perseteruan atau benturan
antar kelompok masyarakat, baik yang disebabkan oleh
perbedaan suku, agama, ras, ekonomi, ataupun Kkepentingan
lainnya, dapat mengganggu kehidupan yang aman, tertib, dan
damai. Oleh karena itu, penting untuk mengatur penyelesaian
konflik dengan cara yang tepat dan efisien, agar tidak terjadi
eskalasi yang merugikan semua pihak. Raperda ini menekankan
pentingnya pendekatan yang damai dan berkeadilan untuk
meredakan Kketegangan yang ada, dengan menghindari
penggunaan kekerasan atau pendekatan represif yang dapat
memperburuk situasi.

Arah pengaturan ini juga berlandaskan pada Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah
daerah untuk menangani konflik sosial di wilayahnya. Sebagai
bagian dari kewajiban pemerintah daerah, Raperda ini
dimaksudkan untuk memperkuat implementasi kebijakan yang
mencakup seluruh aspek penanganan konflik sosial, mulai dari
pencegahan hingga pemulihan pascakonflik, serta mengatur

mekanisme yang jelas dan terstruktur dalam setiap tahapannya.
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Raperda ini berfokus pada mediasi, rekonsiliasi, dan dialog
sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian konflik.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyadari bahwa
setiap konflik sosial memiliki akar yang berbeda-beda, sehingga
penyelesaian yang dilakukan harus berbasis pada komunikasi
yang konstruktif dan keterlibatan aktif dari semua pihak.
Pendekatan mediasi memungkinkan adanya ruang bagi masing-
masing pihak untuk mengungkapkan kepentingan dan perasaan
mereka, dengan tujuan mencari solusi yang adil bagi semua pihak
tanpa  mengesampingkan  keinginan  pihak-pihak yang
bersengketa. Selain itu, rekonsiliasi sangat diperlukan untuk
membangun kembali hubungan yang rusak antar pihak yang
bertikai, dengan mendorong pemahaman dan penghargaan
terhadap perbedaan yang ada. Dialog terbuka menjadi kunci agar
tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan, yang pada
akhirnya menciptakan perdamaian yang langgeng.

Lebih lanjut, arah kebijakan ini menekankan pada
perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Setiap
individu dan kelompok yang terlibat dalam konflik harus
diperlakukan dengan adil, dengan memperhatikan hak-hak dasar
mereka. Raperda ini bertujuan untuk memastikan bahwa
penyelesaian konflik dilakukan tanpa diskriminasi, dan bahwa
tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Dengan menjaga
prinsip keadilan, Raperda ini juga berkomitmen untuk
menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan status sosial,
serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak
untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam proses

penyelesaian, dan mendapatkan keadilan yang setara.
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Selain itu, Raperda ini bertujuan untuk memperkuat

keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan penanganan
konflik, mulai dari pencegahan hingga pemulihan pascakonflik.
Masyarakat bukan hanya sebagai penerima dampak dari
kebijakan ini, tetapi juga sebagai agen yang aktif dalam
menciptakan solusi yang berkelanjutan. Melalui pendidikan
tentang toleransi, resolusi konflik, dan penguatan nilai-nilai
kebersamaan, masyarakat akan diberdayakan untuk berperan
serta dalam mencegah timbulnya ketegangan sejak dini. Dalam
tahapan penyelesaian konflik, masyarakat, bersama dengan
pemerintah dan lembaga terkait, akan terlibat dalam proses
mediasi dan rekonsiliasi untuk memastikan bahwa solusi yang
ditemukan diterima dan dilaksanakan dengan baik. Setelah
konflik selesai, pemulihan pascakonflik memerlukan dukungan
masyarakat untuk membantu membangun kembali hubungan
sosial yang rusak dan mendukung korban konflik dalam
pemulihan sosial dan ekonomi mereka.

Dengan demikian, arah pengaturan dalam Raperda
Kabupaten Kutai Kartanegara ini mengusung pendekatan yang
berbasis pada dialog, rekonsiliasi, dan penghargaan terhadap
hak asasi manusia. Raperda ini juga menekankan pentingnya
kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam
menciptakan kedamaian yang berkelanjutan, yang tidak hanya
meredakan ketegangan, tetapi juga membangun fondasi sosial
yang lebih kuat dan lebih harmonis bagi seluruh masyarakat

Kabupaten Kutai Kartanegara.
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B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

1. Ketentuan Umum

Bagian ini bertujuan untuk memberikan definisi yang jelas
dan tepat mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam
Raperda. Definisi ini penting agar semua pihak yang terlibat
dalam implementasi peraturan daerah ini dapat memiliki
pemahaman yang sama tentang istilah-istilah yang digunakan,
menghindari penafsiran yang salah atau tumpang tindih, serta
mempermudah penerapan peraturan yang lebih tepat dan efisien.

Beberapa istilah yang perlu didefinisikan antara lain:

1) Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara

2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

4) Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten
Kutai Kartanegara adalah lembaga legislatif yang mewakili

rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

dalam pembentukan peraturan daerah dan pengawasan

kebijakan pemerintah daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai
Kartanegara yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai
Kartanegara yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah
perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan
antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang
berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas,
yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial
sehingga  mengganggu  ketertiban dan  kedamaian
masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan
peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi
Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian
konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang

dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan
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peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan

dini.

12) Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk
mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi
perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah
bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.

13) Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk
mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang
tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui
kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

14) Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di
Daerah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa,
sehingga memerlukan intervensi pemerintah daerah.

15) Deteksi Dini dan Cegah Dini adalah kegiatan untuk
mengantisipasi dan mencegah agar konflik tidak terjadi.

16) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Asas-asas yang dapat dijakan sebagai dasar dalam
penanganan konflik sosial dalam Raperda antara lain:
a. Asas Kemanusiaan
Penanganan Kkonflik sosial harus dilakukan dengan
menghormati martabat dan hak setiap individu. Asas
kemanusiaan ini memastikan bahwa proses penyelesaian
konflik memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan,

mengutamakan perdamaian, dan menghindari kekerasan
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d.

atau tindakan yang merugikan pihak manapun. Setiap

keputusan yang diambil harus mengutamakan
kesejahteraan dan keselamatan semua pihak yang terlibat.
Asas Hak Asasi Manusia

Penyelesaian konflik sosial harus menjunjung tinggi
hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak untuk hidup
dalam lingkungan yang aman, damai, dan bebas dari
ancaman atau kekerasan. Asas ini memastikan bahwa
seluruh proses hukum yang dijalankan dalam menangani
konflik sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak
melanggar hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk
berpendapat, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan
hak atas keadilan.
Asas Kebangsaan

Penanganan konflik sosial harus didasarkan pada
semangat kebangsaan, yaitu kesadaran akan pentingnya
persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun masyarakat
Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki keragaman, asas
kebangsaan ini menekankan pada upaya memperkuat
solidaritas nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Semua langkah yang diambil
dalam penanganan konflik bertujuan untuk menjaga
stabilitas sosial yang mendukung kemajuan bangsa.
Asas Kekeluargaan

Penyelesaian konflik sosial harus dilakukan dengan
semangat kekeluargaan, yaitu melalui dialog dan
musyawarah untuk mufakat yang melibatkan semua pihak
dalam mencari solusi bersama. Asas ini mengutamakan

penyelesaian dengan cara yang harmonis dan saling

70



menghargai, mengutamakan solidaritas dan kebersamaan

dalam masyarakat.
Asas Kebhinneka-Tunggal-Ikatan

Dalam penanganan konflik sosial, keberagaman yang
ada di Kabupaten Kutai Kartanegara—baik itu suku, agama,
ras, maupun budaya—harus dihormati dan dijaga. Asas
kebhinneka-tunggal-ikaan mengajarkan untuk
menyelesaikan perbedaan dengan cara yang tidak merusak
kerukunan antarwarga, serta membangun kesadaran bahwa
meskipun berbeda, kita tetap satu dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Asas Keadilan

Penyelesaian konflik harus dilaksanakan dengan dasar
keadilan yang berimbang, tidak berpihak, dan memberikan
hak yang sama kepada semua pihak. Asas keadilan ini
memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan
atau mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam proses
penyelesaian konflik.
Asas Kesetaraan Gender

Dalam penanganan Kkonflik sosial, penting untuk
memperhatikan kesetaraan gender, yakni memastikan
bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang
sama dalam berpartisipasi dalam proses penyelesaian
konflik, serta mendapatkan perlakuan yang setara dalam
akses terhadap keadilan dan penyelesaian yang adil.
Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Proses penanganan konflik sosial harus dilakukan

dengan memperhatikan ketertiban umum dan kepastian

71



hukum, agar setiap tindakan yang diambil tidak

bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Asas ini
memastikan bahwa penyelesaian konflik dilakukan secara
terstruktur, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum.
Asas Keberlanjutan

Penyelesaian  konflik harus mempertimbangkan
keberlanjutan, baik dalam jangka pendek maupun jangka
panjang. Asas ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil
tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat, tetapi juga
menciptakan kondisi yang stabil dan damai untuk masa
depan, sehingga konflik serupa dapat dicegah di masa
mendatang.
Asas Kearifan Lokal

Penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Kutai
Kartanegara harus mempertimbangkan kearifan lokal yang
telah ada dalam masyarakat. Hal ini mencakup cara-cara
penyelesaian konflik yang telah terbukti efektif dan diterima
oleh masyarakat setempat, serta penghargaan terhadap
tradisi dan budaya yang ada, yang dapat membantu
mempererat hubungan antarwarga.
Asas Tanggung Jawab Negara

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki
tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari dampak
konflik sosial. Asas ini menggarisbawahi bahwa negara,
melalui pemerintah daerah, harus bertindak untuk
mencegah, mengatasi, dan menyelesaikan konflik sosial,
serta memberikan perlindungan kepada seluruh

masyarakatnya.
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l. Asas Partisipatif

Penanganan konflik sosial harus dilakukan dengan
melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk masyarakat,
dalam setiap tahapan penyelesaian. Asas partisipatif ini
mengutamakan keterlibatan aktif masyarakat dalam
pencegahan, penyelesaian, dan pemulihan pascakonflik,
sehingga solusi yang ditemukan lebih diterima dan
berkelanjutan.

m. Asas Tidak Memihak

Dalam penyelesaian konflik, pemerintah dan lembaga
terkait harus bersikap netral dan tidak memihak pada pihak
manapun. Asas ini memastikan bahwa keputusan yang
diambil didasarkan pada prinsip keadilan dan kepentingan
umum, tanpa adanya keberpihakan pada kelompok tertentu
yang dapat merugikan pihak lain.

n. Asas Tidak Membeda-bedakan

Penyelesaian konflik sosial harus dilakukan dengan
mengedepankan prinsip kesetaraan dan tidak membedakan
satu pihak dengan pihak lainnya, baik itu berdasarkan suku,
agama, ras, gender, ataupun status sosial. Semua pihak
yang terlibat dalam konflik memiliki hak yang sama untuk
mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hak

mereka.

Melalui penerapan asas-asas ini, Raperda Kabupaten Kutai
Kartanegara tentang Penanganan Konflik Sosial diharapkan
dapat menciptakan proses penyelesaian konflik yang
berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan

kedamaian, serta
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memperkuat kebersamaan dan keharmonisan antarwarga di

Kabupaten Kutai Kartanegara.

. Materi yang akan Diatur

Ruang lingkup Raperda Kabupaten Kutai Kartanegara
tentang Penanganan Konflik Sosial mencakup berbagai materi
yang esensial dalam menangani konflik sosial secara menyeluruh
dan berkelanjutan. Materi-materi yang akan diatur meliputi
langkah- langkah perencanaan yang sistematis untuk menangani
konflik, pencegahan konflik sejak dini, serta penghentian konflik
untuk mengurangi dampak negatif yang timbul. Selain itu,
pemulihan pascakonflik menjadi bagian penting untuk
mengembalikan kondisi sosial yang harmonis melalui rekonsiliasi
dan rehabilitasi. Raperda ini juga mengatur pentingnya sinergitas
penanganan konflik antara berbagai pihak, termasuk masyarakat,
serta partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam setiap
tahap penanganan konflik. Proses pembinaan dan pengawasan
dilakukan untuk memastikan implementasi yang efektif,
sementara pendanaan yang memadai diatur untuk mendukung
seluruh tahapan penanganan konflik secara berkelanjutan dan
efisien.
a. Perencanaan Penanganan Konflik

Perencanaan penanganan konflik merupakan tahap

awal yang penting dalam mencegah terjadinya eskalasi

konflik sosial. Pada tahap ini, perlu adanya penyusunan

rencana yang sistematis dan terstruktur, yang melibatkan

semua pihak terkait dalam memetakan potensi konflik serta

merancang langkah-langkah untuk menanganinya.
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Perencanaan ini meliputi identifikasi area rawan konflik,

analisis penyebab utama konflik, dan penyusunan strategi
pencegahan yang sesuai.

Argumen utama dari pengaturan ini adalah untuk
memastikan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki
pendekatan yang proaktif dalam menangani konflik. Dengan
adanya perencanaan yang matang, penanganan konflik bisa
dilakukan secara efektif dan mengurangi potensi terjadinya
benturan yang lebih besar di masa depan.

Pencegahan Konflik

Pencegahan konflik menjadi bagian yang sangat krusial
dalam menjaga ketenteraman dan keharmonisan sosial di
Kabupaten Kutai Kartanegara. Langkah-langkah pencegahan
meliputi pendidikan publik tentang pentingnya toleransi,
kerukunan antarumat Dberagama, serta penyuluhan
mengenai hak-hak sosial dan budaya yang harus dihormati
bersama. Selain itu, penting pula untuk memperkuat sistem
peringatan dini dan memperdayakan masyarakat dalam
mendeteksi gejala-gejala awal yang bisa berkembang
menjadi konflik.

Pencegahan konflik adalah investasi jangka panjang
dalam menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan.
Dengan mengedepankan pencegahan, Kabupaten Kutai
Kartanegara tidak hanya mengurangi risiko konflik tetapi
juga memperkokoh rasa saling pengertian dan kebersamaan
antarwarga.

Penghentian Konflik
Penghentian konflik mengacu pada serangkaian

kegiatan untuk mengakhiri ketegangan dan kekerasan yang
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sedang berlangsung. Ini mencakup upaya pengendalian

eskalasi, penanganan korban, serta pembatasan kerugian
fisik dan material. Penghentian konflik juga melibatkan
penghentian aktivitas yang dapat memperburuk situasi dan
memperpanjang durasi konflik.

Tahap penghentian konflik ini sangat penting agar
dampak dari konflik dapat segera diminimalkan. Oleh karena
itu, pemerintah daerah, dengan bantuan lembaga terkait,
harus bergerak cepat dalam memfasilitasi penghentian
kekerasan dan memberikan bantuan kepada pihak-pihak
yang terdampak.

Pemulihan Pascakonflik

Pemulihan  pascakonflik mencakup serangkaian
kegiatan untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak
akibat konflik, serta mengembalikan keadaan sosial dan
ekonomi ke kondisi yang stabil. Langkah-langkah pemulihan
ini melibatkan rekonsiliasi antar kelompok yang terlibat,
rehabilitasi bagi korban, serta rekonstruksi infrastruktur
yang terdampak. Tujuan utamanya adalah menciptakan
kondisi yang kondusif bagi kehidupan yang lebih harmonis
dan produktif.

Penting untuk menekankan bahwa pemulihan
pascakonflik harus dilakukan secara menyeluruh, tidak
hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pada aspek
sosial dan psikologis masyarakat yang terlibat dalam konflik.
Proses rekonsiliasi harus melibatkan dialog dan kesediaan

untuk saling memahami serta menerima perbedaan.
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Sinergitas Penanganan Konflik

Sinergitas penanganan konflik adalah kolaborasi yang
efektif antara pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat (LSM), serta tokoh agama dan adat dalam
menangani konflik sosial. Penyelesaian konflik sosial tidak
dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan
memerlukan kerjasama antar berbagai elemen masyarakat.
Oleh karena itu, pengaturan mengenai sinergitas ini
bertujuan untuk mengatur peran masing-masing pihak
dalam mengelola dan menyelesaikan konflik.

Melalui sinergitas ini, penanganan konflik dapat
dilakukan secara lebih terkoordinasi, sehingga tidak ada
pihak yang merasa terabaikan atau diluar proses. Sinergitas
juga memastikan bahwa berbagai upaya penanganan
dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan
berbasis pada prinsip bersama.

Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah langkah strategis
untuk menciptakan masyarakat yang mampu menangani
konflik secara mandiri. Dalam hal ini, masyarakat tidak
hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif
dalam setiap tahapan penanganan konflik, baik dalam
pencegahan, penyelesaian, maupun pemulihan pascakonflik.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mengatur
mekanisme partisipasi masyarakat yang transparan dan
inklusif, serta memberikan pelatihan dan pendidikan

tentang resolusi konflik dan keberagaman.
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Pemberdayaan ini akan memperkuat kapasitas

masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara damai dan
mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Selain
itu, keterlibatan aktif masyarakat juga dapat mempercepat
proses penyelesaian konflik dan membangun kembali
hubungan yang rusak.

g. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan merupakan upaya untuk
memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang
diterapkan dalam penanganan konflik sosial berjalan dengan
baik. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu
mengatur mekanisme pembinaan bagi aparat pemerintah
dan masyarakat dalam hal penanganan konflik. Selain itu,
pengawasan yang berkelanjutan terhadap implementasi
peraturan ini akan memastikan bahwa tidak ada
pelanggaran atau penyimpangan dalam proses penyelesaian
konflik.

Pembinaan dan pengawasan juga berfungsi untuk
mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan yang
diterapkan, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan
jika ditemukan kekurangan dalam penanganan konflik.

h. Pendanaan

Pendanaan merupakan aspek yang tidak kalah penting
dalam penanganan konflik sosial. Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara perlu mengatur anggaran yang cukup dan
transparan untuk mendanai setiap tahapan penanganan
konflik, mulai dari pencegahan, penghentian, hingga

pemulihan pascakonflik. Pengaturan pendanaan yang baik
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akan memastikan bahwa tidak ada tahap yang terabaikan

karena keterbatasan dana dan semua kegiatan dapat

berjalan dengan efektif.

Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk
mencari sumber pendanaan yang berkelanjutan dan bekerja
sama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan dana yang
cukup dalam mengatasi konflik sosial. Pendanaan ini juga
harus disalurkan dengan cara yang efisien dan tepat
sasaran.

Dengan pengaturan yang komprehensif dalam Raperda
Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penanganan Konflik Sosial,
diharapkan proses penyelesaian konflik dapat dilakukan secara
efektif, adil, dan berkelanjutan, serta melibatkan seluruh elemen
masyarakat dalam menciptakan kehidupan sosial yang lebih

damai dan harmonis.
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BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Teori dan Praktik Empiris Terkait Penanganan Konflik Sosial di

Kabupaten Kutai Kartanegara

Penanganan konflik sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara
harus mengacu pada pendekatan yang berbasis pada mediasi dan
rekonsiliasi. Penanganan konflik dengan pendekatan militeristik dan
represif terbukti tidak efektif dalam menangani akar permasalahan
sosial. Isu-isu seperti konflik agraria, perbedaan pemahaman
keagamaan, dan sengketa antarwarga sering menjadi pemicu
ketegangan yang berlarut-larut. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih
manusiawi dan berbasis dialog serta mediasi diperlukan untuk
mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

. Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Ada
Terkait Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kutai
Kartanegara

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada
menunjukkan bahwa meskipun sudah ada dasar hukum yang
mengatur penanganan konflik sosial, implementasinya masih
kurang efektif. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015
memberikan panduan yang jelas tentang mekanisme penanganan
konflik sosial. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam
koordinasi antar lembaga dan keterlibatan masyarakat dalam
proses pencegahan dan penyelesaian konflik. Oleh karena itu,
Raperda ini berfungsi untuk menyempurnakan kebijakan dengan

pendekatan yang lebih terstruktur dan melibatkan seluruh
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elemen masyarakat.

3. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Penyusunan Raperda
tentang Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kutai
Kartanegara

Landasan filosofis Raperda ini berpegang pada nilai-nilai
Pancasila, dengan fokus pada kemanusiaan yang adil dan
beradab. Secara sosiologis, Raperda ini mencerminkan
kebutuhan untuk mengelola keberagaman sosial yang ada di
Kabupaten Kutai Kartanegara secara inklusif. Konflik sosial
sering kali muncul akibat ketidakadilan atau ketimpangan yang
tidak dikelola dengan baik, sehingga pendekatan berbasis
keadilan sosial dan pemahaman terhadap dinamika sosial
menjadi sangat penting. Secara yuridis, Raperda ini dilandasi
oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU
No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang
memberikan dasar hukum yang jelas dan sah untuk
menyelesaikan konflik di tingkat daerah.

4. Sasaran yang Ingin Dicapai, Jangkauan, Arah Pengaturan, dan
Ruang Lingkup Materi yang Akan Diatur dalam Raperda tentang
Penanganan Konflik Sosial

Sasaran dari Raperda ini adalah menciptakan masyarakat
Kabupaten Kutai Kartanegara yang aman, tenteram, dan
harmonis melalui kebijakan yang sistematis dalam menangani
konflik sosial. Jangkauan pengaturan meliputi seluruh wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan perhatian khusus pada
daerah yang rawan konflik, seperti kecamatan dan desa dengan
ketimpangan sosial atau masalah agraria. Arah pengaturan dalam
Raperda ini berfokus pada penciptaan kebijakan
berbasis mediasi, rekonsiliasi, dan dialog, serta

mengedepankan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi
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manusia. Materi yang diatur mencakup perencanaan penanganan

konflik, pencegahan, penghentian, pemulihan pasca-konflik, serta
pemberdayaan masyarakat dalam setiap tahapan penanganan

konflik

B. Saran

1. Pemilahan Substansi Naskah Akademik dalam Peraturan

Perundang-undangan di bawah Peraturan Daerah

Salah satu langkah yang perlu diperhatikan dalam
penyusunan Raperda Kabupaten Kutai Kartanegara adalah
pemilahan substansi Naskah Akademik secara lebih terstruktur
dan mendalam. Dalam hal ini, materi yang diatur harus dapat
menggambarkan kebutuhan lokal dengan lebih tepat, serta dapat
memberikan solusi yang relevan bagi masyarakat Kabupaten
Kutai Kartanegara. Pemilahan substansi ini bertujuan untuk
memastikan bahwa setiap norma yang disusun tidak hanya
mengatur  hal-hal yang bersifat teknis, tetapi juga
mempertimbangkan kondisi sosial budaya dan potensi konflik
yang sering muncul di daerah. Oleh karena itu, pembahasan
tentang konflik sosial harus melibatkan berbagai sektor, seperti
ekonomi, pendidikan, dan hubungan sosial antar kelompok
masyarakat.
. Rekomendasi tentang Skala Prioritas Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah

Penyusunan Raperda tentang Penanganan Konflik Sosial
perlu dimasukkan dalam skala prioritas dalam Program Legislasi
Daerah (Prolegda). Mengingat pentingnya penanganan konflik

sosial dalam menjaga kedamaian dan ketertiban di Kabupaten
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Kutai Kartanegara, Raperda ini harus diprioritaskan agar segera
diundangkan dan dapat diterapkan dalam waktu yang relatif
singkat. Proses penyusunannya juga perlu memperhatikan
urgensi dan dampak sosial dari konflik-konflik yang ada, seperti
sengketa agraria, perbedaan agama, atau ketegangan antarwarga.
Penetapan prioritas dalam Prolegda akan membantu
mempercepat proses pembahasan dan memperkuat implementasi
kebijakan di tingkat daerah.

3. Kegiatan Lain yang Diperlukan untuk Mendukung
Penyempurnaan Penyusunan Naskah Akademik lebih Lanjut

Untuk menyempurnakan penyusunan Naskah Akademik

lebih lanjut, beberapa kegiatan tambahan sangat diperlukan.
Salah satunya adalah mengadakan Focus Group Discussion
(FGD) secara berkala dengan melibatkan masyarakat, tokoh
agama, tokoh adat, serta akademisi dan praktisi yang
berkompeten dalam bidang konflik sosial. Kegiatan ini akan
memperkaya materi yang ada dalam Naskah Akademik,
memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan
masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan
benar-benar mencerminkan kondisi lokal. Selain itu, perlu
dilakukan kajian mendalam tentang sistem peringatan dini dan
pemetaan konflik di Kabupaten Kutai Kartanegara yang
melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mendeteksi gejala-
gejala awal konflik.

4. Penguatan Kerjasama Antar Lembaga dalam Implementasi
Raperda

Salah satu saran yang penting untuk penyempurnaan

Naskah Akademik adalah memperkuat kerjasama antar lembaga
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dalam implementasi Raperda. Penanganan konflik sosial

memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah,
aparat keamanan, lembaga masyarakat, dan organisasi non-
pemerintah. Dalam hal ini, perlu ada penguatan kapasitas
kelembagaan serta pembentukan tim khusus yang bertugas
menangani konflik sosial. Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara perlu menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi
aparat dan masyarakat agar mampu menangani konflik dengan
pendekatan yang berbasis pada mediasi, rekonsiliasi, dan
penyelesaian damai.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Raperda
Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penanganan Konflik Sosial
dapat lebih efektif dalam mengatasi permasalahan sosial yang
terjadi di masyarakat, serta menciptakan kehidupan sosial yang

lebih harmonis, adil, dan berkelanjutan.
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BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR .. TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

Mengingat :

o d.

bahwa Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab
untuk menjaga kehidupan bermasyarakat dalam rangka
melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai dengan
amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa untuk melindungi masyarakat Kabupaten Kutai
Kartanegara dengan beragamnya suku, agama, ras,
golongan dan sosial ekonomi yang berpotensi
menimbulkan konflik sosial diperlukan peran Pemerintah
Daerah untuk membuat suatu kebijakan;

bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian
hukum terhadap penyelenggaraan penanganan konflik
sosial, diperlukan pengaturan dalam peraturan daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan
Penanggulangan Konflik Sosial;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai
Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan
kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung
dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan
ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas dan
pembangunan nasional dan daerah.

Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara
sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada
saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik,
penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan
dan sistem peringatan dini.

Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri
kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi
Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta
benda.

Pemulihan Pasca Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk
mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis
dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi,
dan rekonstruksi.

Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan
kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui
interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan,
dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus



menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanganan Konflik Sosial berdasarkan asas:

nondiskriminatif;

kemanusiaan;

hak asasi manusia;

kebangsaan;

kekeluargaan;

kebhinneka-tunggal-ikaan;

keadilan;

kesetaraan gender;

ketertiban dan kepastian hukum;

keberlanjutan;

kearifan lokal;

tanggung jawab negara;
. partisipatif;

tidak memihak; dan

tidak membeda-bedakan.

cpgrFToTRMmoAN TR

Pasal 3
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung terpeliharanya
kehidupan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang aman, tenteram dan
tertib dalam keragaman suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi yang
dapat menimbulkan terjadinya Konflik Sosial.

Pasal 4
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. memelihara kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai,
dan sejahtera;
b. mencegah terjadinya konflik;

mencegah perkembangan terjadinya konflik; dan
meningkatkan  tenggang rasa dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

2o

Pasal 5
Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:
Penanganan konflik;
Pencegahan konflik;
peran Pemerintah Daerah;
peran serta masyarakat;
penghargaan;
larangan;
pembinaan dan pengawasan; dan
pendanaan.

SR SMe AN o

BAB II
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Bagian Kesatu
Penanganan Konflik

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam Penanganan
Konflik Sosial.

(2) Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan



untuk:
a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan

sejahtera;

b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial
kemasyarakatan;

c. meningkatkan tenggang rasa dalamkehidupan bermasyarakat dan
bernegara;

d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;

e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;

f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan

g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan

prasarana umum.
Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pencegahan konflik;
b. Penghentian konflik; dan
c. Pemulihan pasca konflik.
Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan
dengan cara:
a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
b. mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai;
c. meredam potensi Konflik; dan
d. membangun sistem peringatan dini.
Penghentian Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
dilakukan dengan cara:
a. penetapan status keadaan konflik;
b. tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban; dan/atau
c. bantuan penggunaan Kepolisian dan TNIL
Pemulihan Pascakonflik sebagaiman dimaksud pada ayat (3) huruf c,
dilakukan dalam rangka:
a. rekonsiliasi;
b. rehabilitasi; dan
c. rekonstruksi.

Pasal 7

Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik dibentuk

tim terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Daerah dengan susunan

keanggotaan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertugas:

a. menyusun rencana aksi terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat
Daerah;

b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi
penanganan konflik dalam skala Daerah;

c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan
upaya penanganannya;

d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;

e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua
permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan

f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik
yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dibantu oleh sekretariat yang berada pada Perangkat Daerah yang

membidangi kesatuan bangsa dan politik.



(4)

Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan Konflik Sosial diatur
dalam Peraturan Bupati.

()
(2)

BAB III
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9
Pemerintah Daerah berperan dalam pencegahan dan penanggulangan konflik
sosial.
Peran Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan konflik
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. merumuskan kebijakan dalam Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik,
dan Pemulihan Pascakonflik;
b. mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam Penanganan Konflik
Sosial; dan
c. melakukan fasilitasi untuk terwujudnya rekonsiliasi sosial.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Masyarakat berperan dalam penyelenggaraan penanganan konflik sosial.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berbentuk:

a. penyampaian informasi tentang potensi terjadinya konflik antar
suku, golongan dan antar umat beragama dan berkeyakinan;

b. pembiayaan;

c. bantuan sumber daya manusia; dan/atau

d. bentuk lainnya sepanjang berkaitan dengan upaya mewujudkan
kerukunan antar suku, ras, golongan, dan antar umat beragama dan
berkeyakinan.

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. individu;

b. kelompok masyarakat;

c. organisasi/lembaga kemasyarakatan;

d. perguruan tinggi; dan/atau

e. badan usaha.

Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

a. tokoh agama;

b. tokoh adat;

c. tokoh masyarakat; dan

d. Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial.

Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,

meliputi:

a. pranata adat;

b. pranata sosial;

c. organisasi kemasyarakatan;

d. kelompok masyarakat terkait Penanganan Konflik Sosial; dan



(6)

(7)

e. forum/lembaga kemasyarakatan antara lain FKUB dan FPK.

Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
menyelenggarakan program pengabdian dan/atau pemberdayaan
masyarakat untuk mewujudkan pencegahan konflik di masyarakat.

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 11
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dalam Penyelenggaraan
Penanganan Konflik Sosial.
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
a. Pemerintah Daerah lain;
b. lembaga kemasyarakatan;
Cc. perguruan tinggi; dan/atau
d. pihak ketiga.
Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah
dapat melaksanakan sinergitas program dan kegiatan dengan pemerintah
pusat dan pemerintah provinsi.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 12
Bupati memberikan penghargaan bagi masyarakat yang ikut berperan serta
aktif dalam Penanganan Konflik Sosial.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk penghargaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 13
Institusi pendidikan/sekolah baik negeri maupun swasta dilarang
mengeluarkan peraturan dan/atau kebijakan yang mendiskriminasi
individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, agama, ras,
golongan dan sosial ekonomi terutama dalam lingkup tata cara beribadah
dan tata cara berpakaian.
Tenaga kependidikan dilarang mengajarkan pelajaran yang berisi
diskriminasi, ujaran kebencian, dan/atau permusuhan atas dasar suku,
agama, ras, golongan dan sosial ekonomi.
Lembaga, kelompok masyarakat, atau individu dilarang mengeluarkan
keputusan atau tindakan yang mendiskriminasikan individu dan/atau
kelompok tertentu atas dasar suku, agama, ras, golongan dan sosial
ekonomi.
Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik dilarang
mengeluarkan keputusan atau tindakan yang mendiskriminasikan individu
dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, agama, ras, golongan dan
sosial ekonomi.



(5) Rukun Warga dan Rukun Tetangga dilarang melakukan tindakan,
mengeluarkan peraturan dan/atau kebijakan yang berisi diskriminasi
kepada individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, agama, ras,
golongan dan sosial ekonomi.

(6) Institusi pendidikan/sekolah, tenaga kependidikan, lembaga, kelompok
masyarakat, atau individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (3) yang melanggar larangan mendiskriminasi individu
dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan
kepercayaan, dikenai sanksi administrasi berupa:

teguran lisan;

teguran tertulis;

pembekuan dan/atau pembatalan aturan yang telah dikeluarkan;

pencabutan izin; dan/atau

sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(7) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf a paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu untuk
masing-masing teguran paling cepat 15 (lima belas) hari kerja.

(8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(99 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

(10) Perangkat Daerah, Rukun Warga, dan Rukun Tangga, sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang melanggar larangan
mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku,
ras, golongan, agama, dan kepercayaan, dikenai sanksi administrasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pppnow

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan
Penanganan Konflik Sosial.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan
politik.

(3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melibatkan
Camat, Lurah dan Desa.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 15
Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di

Kabupaten Kutai Kartanegara

pada tanggal 2025

BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.
AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di
Kabupaten Kutai Kartanegara

pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.
SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025
NOMOR...



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL

UMUM

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia pada
umumnya dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya, satu sisi
merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun
tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya
menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi
tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional
apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan
kesenjangan sosial dan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tanggung
jawab melakukan upaya mengatasi kesenjangan tersebut agar tidak
terjadi konflik dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam
rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan untuk
kerukunan dan Kkesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan
pembangunan perdamaian berlangsung berkelanjutan maka
penanganan konflik sosial dilakukan pada tataran kebijakan dan
kehidupan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada tataran
kebijakan, pemaduan pendekatan perdamaian, pembangunan dan
demokrasi pada tiap tahapannya (rekonsiliasi, reintegrasi, dan
rehabilitasi dan rekonstruksi) perlu diformulasikan dan
diimplementasikan.

Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan
Dan Penanggulangan Konflik Sosial untuk memberikan arah, landasan,
dan mewujudkan kepastian hukum dalam Pencegahan Dan
Penanggulangan Konflik Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Sosial yang diatur dalam
Peraturan Daerah ini lebih mengutamakan peran Pemerintah Daerah
dan Peran serta masyarakat untuk melakukan Pencegahan Dan
Penanggulangan Konflik Sosial dalam kehidupan bermasyarakat
melalui peningkatan penanganan konflik.

Melalui Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Sosial
diharapkan tercipta ketentraman, ketertiban, dan perlindungan
masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.



I1.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah bahwa
setiap orang berkewajiban untuk tidak membedakan
perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan
warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis
kelamin dan gender.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa
penanganan Konflik harus mencerminkan pelindungan dan
penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat
setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara
proporsional.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas hak asasi manusia" adalah
Penanganan Konflik harus menghormati dan menjunjung
tinggi hak-hak yang secara kodrati melekat pada manusia dan
tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi,
dihormati, dan ditegakkan oleh setiap orang, negara, hukum,
dan Pemerintah, demi peningkatan martabat kemanusiaan,
kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa
Penanganan Konflik harus mencerminkan sifat dan watak
bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap memelihara
prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa
Penanganan Konflik harus mencerminkan musyawarah
untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan
keputusan.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas kebhinneka-tunggal-ikaan"
adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan
keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan serta
kondisi khusus daerah dan budayanya, khususnya yang

menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.
Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan” adalah bahwa
Penanganan Konflik harus mencerminkan keadilan secara
proporsional bagi setiap warga negara, tan pa terkecuali.
Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan gender"” adalah
bahwa kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk
memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar
mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum,
ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan sehingga
memperoleh manfaat dan mampu berpartisipasi secara setara
dan adil dalam pembangunan.



Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian
hukum" adalah bahwa Penanganan Konflik harus dapat
menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan
adanya kepastian hukum.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa
Penanganan Konflik harus dilakukan secara terus-menerus
dan berkesinambungan untuk menciptakan suasana
tenteram dan damai.

Huruf k
Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa
Penanganan Konflik harus memperhatikan nilai-nilai yang
hidup dan dihormati di dalam masyarakat.

Huruf 1
Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab negara" adalah
bahwa Penanganan. Konflik merupakan tanggung jawab
seluruh komponen negara, baik Pemerintah maupun
masyarakat.

Huruf m
Yang dimaksud dengan "asas partisipatif' adalah bahwa
Penanganan Konflik melibatkan masyarakat dalam
keseluruhan prosesnya, dari perencanaan, pembiayaan,
hingga pengawasan.

Huruf n
Yang dimaksud dengan "asas tidak memihak" adalah bahwa
Penanganan Konflik berpegang teguh pada norma dengan
tidak berpihak pada pihak manapun.

Huruf o
Yang dimaksud dengan "asas tidak membeda-bedakan”
adalah bahwa dalam Penanganan Konflik harus memberikan
perlakuan yang sama dengan tidak membedakan
antarkelompok masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.



Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “rekonsiliasi” adalah upaya membangun
kembali hubungan antar manusia pada tingkat spiritual, sosial,
struktural, dan ekologikal yang terpinggirkan dan terpisahkan
akibat terjadinya konflik.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah perbaikan dan
pemulihan semua aspek layanan publik sampai tingkat
memadai pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama
normalisasi secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan
kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya
konflik.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah pembangunan
kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada
wilayah pascakonflik dengan sasaran utama tumbuh
kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya
hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat
dalam segala aspek kehidupan.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR ..
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